INDIKATOR KINERJA RENSTRA
PERUBAHAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022



LATAR BELAKANG

0. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah

Kondisi saat ini :




Waiib
Pelayanan
Dasar

Waijib Non

Pelayanan
Dasar

6 Bidang

18 Bidang

8 Bidang

asi, & Nomenklatur
am, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program

Program

Program




Periode Peralihan RPJMD dan RENSTRA Permendagri 13/2006 vs Permendagri 90/2019

. J—T RPJMD

MAPPING

39| (G

Indikator
Q.
., Q
'o. - |
1-‘ (.D

Bidang

Program

Indikator

Kegiatan

Sub Kegiatan



RPJMD RENSTRA

GUBERNUR
ESELON 1
TUJUAN RPJMD
+ Indikator
SEKDA + metadata indikator
DEPUTI + target
ESELON 2
SASARAN RPJMD
+ indikator
ASISTEN + metadata indikator
SEKDA + target
TUJUAN RENSTRA
+ indikator
KEPALA PERANGKAT + metadata indikator
DAERAH +target

SASARAN RENSTRA
+ indikator

+ metadata indikator

+ target

STRATEGI RPJIMD 4 STRATEGI RENSTRA

STRATEGI RPIMD [ STRATEGI RENSTRA

ESELON 3
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PRIORITAS PROGRAM LAINNYA
+ indikator
+ metadata indikator
+ target
KEGIATAN
- |LEVE
+ metadata indikator
+ target
ESELON 4

SUB-KEGIATAN

+ indikator

+ metadata indikator
+ target

+ pagu indikatif




BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENSTRA (PERMENDAGRI 90/2019)

RENSTRA AWAL

© RENSTRADINASKestaATAN
- [ surateg ]
-

Renstra NEGJRIEN

Program ]

RENSTRA PERUBAHAN

- o o e e e e e e =



RPJIMD-RENSTRA AWAL 2017 - 2022

1
1
I
1
1
I
1
Kepuasan ! Tanggap dan Inovasi
Masyaraka T atas Kebutuhan [ —t . B Indikator
1
I
1
1
I
1
I
1
1

I
I I I I I I I
70 : MISI | TWUAN | SASARAN ! INDIKATOR | STRATEGIS ! PROGRAM & | KEGIATAN &
b 1 1 1 SASARAN I INDIKATOR 1 INDIKATOR
1 1 I | I PROGRAM | KEGIATAN
I M Terjaminnya I I I I
I 3l akses dan I : Meningkatkan akses dan [l : 56
: : EWEREN ' : mutu pelayanan —: = Indlkator BE oot Indlkator
: ll  pendidikan, : Indeks kesehatan bagi semua : 9. B program I SEEN Kegiatan
: Wl kesehatan, I Pem- I I
dan —— bangunan I I
peningkatan 1 Manusia I I
keberdayaan (IPM) Optimalisasi pengelolaan Ml :
yang I Sumber Daya Kesehatan g P B Indikator S Indlkator
berkualitas [l secara efektif dan efisien "09- W Program Kegiatan
bagi semua :
| 1 0?{
I ) Kegiatan
I Indeks Peningkatan Daya
I
I
I

Peningkatan Pelayanan Kegiatan

: : I )

Tte ar;/;ulj(:?orga | QY Publik Urusan Kesehatan : : regiatan

pemerintahan e I I

dan keuangan @ Peningkatan dan I |

Daerah yang | pengelolaan kantor I _ I 19 _19
transparan I dalam mendukung —|— Indikator gl egiatan(il Indikator

dan akuntabel efISIEirrllerjiaSe%fgvltlt;\i/ItaS " fl| Program Kegiatan

Skor EPPD

1
|
1
Peningkatan dan :
1

pengelolaan kendaraan
operasional dalam

mendukung efisiensi dan | Indlkator
efektivitas kinerja Program

pegawai

3 3
a [Ndikator
I <egiatan Kegiatan




_— /

RPJMD — RENSTRA PERUBAHAN TAHUN
2017-2022 (1)

Menjadikan Jakarta kota yanE aman, sehat, cerdas,
berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan

MISI memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang /
melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. —— \
Tujuan / Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berkarya : Indeks
i Pembangunan Manusia (IPM
ndikator : (PN INDIKATOR SUB-
PROGRAM (5) PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN
orocram (7) (19) (146)
Sasaran/ Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan 9
Indikator peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua : Pemenuhan Upaya ; . 98 Sub
Sasaran Angka Harapan Hidup (AHH) STRATEGIS Kesehatan 2 Indikator 5 Kegiatan el
Perorangan Dan Program egiatan
I Upaya Kesehatan
Menjamin Akses dan Masyarakat
| Mutu Pelayanan
INDIKATOR Kesehatan Bagi
I SASARAN Semua ki
I SASARAN Penlngkatan 1 Indikator 2 Kegiatan 6 qu
Kapasitas Sumber P Kegiatan
. rogram
I Daya Manusia
v Terjaminnya Kesehatan
akses
TUJUAN INDIKATOR NESYEIELEN Program Sediaan :
TUJUAN terhadap Farmasi, Alat 2 Indikator 4 Kegiatan L eSLijatan
Meningkatkan pembangunan Peningkatan Efisiensi Kesehatan Dan Program 9
derajat Angka Harapan kesehatan dan Efektivitas Makanan Minuman
kesehatan Hidup yang Pengelolaan Sumber
masyarakat berkualitas Daya Kesehatan. Program
pada semua Pemberdayaan 1 Indikator 2 Kegiatan 4 Sub
tingkatan usia Masyarakat Bidang Program Kegiatan

secara holistik Kesehatan
dan

berkelanjutan Peningkatan efisiensi dan

efektivitas perencanaan Program Penunjang
dan Anggaran serta Urusan 1 Indikator 6 Kegiatan 31 Sub
pengelolaan Manajemen l Pemerintahan Program Kegiatan

dan Administrasi Daerah Provinsi
RENSTRA DINAS KESEHATAN

Pemerintahan

RENSTRA DINAS KESEHATAN



RPJMD — RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2017-2022 (2)

RPJMD AWAL
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Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat,
cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-

nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas

melalui kepemimpinan yang melibatkan,
menggerakkan dan memanusiakan.
I

Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan
berkarya : Tidak Memiliki Indikator

Terjaminnya akses dan layanan pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan keberdayaan
yang berkualitas bagi semua : Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur
negara yang berkarya, mengabdi, melayani,
serta menyelesaikan berbagai permasalahan

kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan

berin}egritas.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan
keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel
: Tidak Memiliki Indikator

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan
keuangan Daerah yang transparan dan
akuntabel :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2.  Skor EPPD

MISI

.

Tujuan / Indikator Tujuan
RPJMD

}

Sasaran/ Indikator
Sasaran RPJMD

Font :
Merah = Semula

Hijau = Menjadi
Hitam = Tetap

o Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat
nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang
melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berkarya : Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)

Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan
yang berkualitas bagi semua : Angka Harapan Hidup (AHH)

RPJMD PERUBAHAN

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Terjaminnya akses masyarakat terhadap
pembangunan kesehatan yang berkualitas
pada semua tingkatan usia secara holistik
dan berkelanjutan :

Mewujudkan tata kelola kebijakan urusan
kesehatan yang berorientasi pada kepuasan
pelanggan :

Terwujudnya pengembangan kebijakan
kesehatan, tata kelola pemerintahan dan
keuangan yang berfokus pada peningkatan
kualitas secara berkesinambungan :

7 Program (10 Indikator Program)

Tujuan / Indikator
Tujuan Dinkes

Sasaran / Indikator
Sasaran Dinkes

Strategis

}

Program

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat :

Terjaminnya akses masyarakat terhadap pembangunan kesehatan yang berkualitas pada
semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan

Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas
Perencanaan dan Anggaran serta
Pengelolaan Manajemen dan
Administrasi Pemerintahan

5 Program (7 Indikator Program)
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RPJMD — RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2017-2022 (3)

No

7 Program (10 Indikator Program)

Program

Program Pengembangan Upaya
Kesehatan Masyarakat  dan
Upaya Kesehatan Perorangan

Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Daerah

Persentase Layanan Kesehatan
yang Memenuhi Standar

Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)

Program Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor Urusan
Kesehatan

Program Pengelolaan Kendaraan
Operasional Urusan Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Urusan
Kesehatan

Indikator Program

. Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

. Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit

Menular yang Direspon

. Jumlah Kota/Kabupaten yang Melaksanakan

Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri

. Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki

jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

. Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi

Standar

. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan

(SDMK) yang Kompeten

. Indeks kepuasan pelayanan kantor
. Persentase Capaian Kinerja Program Kesehatan

Sesuai Target

. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan

operasional

. Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SKPD/UKPD Urusan Kesehatan

103 Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Sub Kegiatan (N/A)

}

Program
No
1.
2.
3.
4.
59

v
Kegiatan

|

Sub-Kegiatan

Menjamin akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi semua
Peningkatan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya
kesehatan.

Font :

Merah = Semula
Hijau = Menjadi
Hitam = Tetap

Peningkatan efisiensi dan efektivitas
perencanaan dan Anggaran serta
pengelolaan Manajemen dan
Administrasi Pemerintahan

5 Program (7 Indikator Program)

Program

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)

Program Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan Dan
Makanan Minuman

Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

Indikator Program

. Persentase Penyediaan Layanan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

. Persentase Layanan Kesehatan yang

Memenuhi Standar

. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan

(SDMK) yang Kompeten

. Persentase Sarana Kefarmasian yang

Memenuhi Standar

. Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT

yang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan
bermanfaat

. Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM) Aktif

. Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

19 Kegiatan dan Indikator Kegiatan

146 Sub-Kegiatan dan IndikatorSub-Kegiatan untuk periode 2020-2022
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Program dan Indikator Program Tahun 2021-2022

No Kode
Program

1 A.1.02.02/B
.1.02.02

Indikator Program

Persentase
Penyediaan
Layanan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang
Kesehatan

Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Definisi Operasional

Penjelasan:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan acuan
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan
kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jenis
pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar
pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri. SPM Bidang kesehatan
dilaksnakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah
yang mencakup Puskesmas, RSUD/RSKD, dan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Bidang Kesehatan.

Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan di Puseksmas, merujuk
pada Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan di Rumah Sakit merujuk
pada Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Layanan Rumah
Sakit

Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan di Unit Pelayanan Teknis
(UPT) merujuk Pada Standar Teknis Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
yang tersedia dibagi Jumlah Total Layanan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan Dikali 100%

Kegiatan

Sub Kegiatan

Target

2021 2022
100% 100%

» Seksi Fasilitas

» Seksi Surveilans,

» Seksi Kesehatan

» Seksi Penyakit Tidak

» Seksi Penyakit Menular,

D

Kesehatan Rujukan dan
Krisis Kesehatan,

Epidemiologi, dan
Imunisasi,

Keluarga,

Menular, Kesehatan
Jiwa, dan NAPZA,

Tular Vektor, dan
Zoonotik

4




100%

A.1.02.02.1.02

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKP Rujukan,
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Persentase Unit
Pelayanan yang
Menerapkan
Standar
Pelayanan

Penjelasan :

Standar Pelayanan adalah (merujuk Permenpan 15/2014)

Unit Pelayanan adalah bagian dari SKPD/UKPD yang memberikan jenis
pelayanan tertentu yang menjadi kewenangan SKPD/UKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah Unit Pelayanan yang memiliki Standar Pelayanan disuatu wilayah
tertentu dibagi Seluruh Unit Pelayanan di suatu wilayah tertentu dikali 100%

100%




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

2

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.01

A.1.02.02.1.02.02

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk
Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)

Indikator Sub
Kegiatan

Cakupan Dukungan
Kesehatan Lapangan
Sesuai Standar

Persentase
Penanganan Masalah
Kesehatan Dalam
Kondisi
Bencana/Berpotensi
Bencana dan Kejadian
Luar Biasa (KLB)

Definisi Operasional

Penjelasan:
Dukungan Kesehatan Lapangan : adalah kegiatan dukungan baik sarana, prasarana maupun SDM

terhadap permintaan dukungan kesehatan dari pihak eksternal kepada Dinas Kesehatan dan jajarannya
Standar dukungan kesehatan lapangan diatur dalam petunjuk teknis

Rumus Penghitungan:
Jumlah Dukungan Kesehatan Lapangan yang dipenuhi Sesuai Standar di suatu wilayah dalam kurun

waktu tertentu dibagi Permintaan Dukungan Kesehatan Lapangan di suatu wilayah dalam kurun waktu
tertentu dikali 100%

Penjelasan:
Bahwa kejadian yang dapat menimbulkan krisis kesehatan harus segera ditangani untuk memberikan

pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat yang setinggi
tingginya dapat terwujud dan terpelihara secara efektif dan terorganisir Krisis Kesehatan : Peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan olah bencana
dan/atau berpotensi bencana Bencana adalah : peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun faktor manusia Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian
kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu
tertentu Penanganan krisis kesehatan : Upaya penanganan krisis kesehatan oleh Dinas Kesehatan beserta
jajarannya dan lintas sektor terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rumus Penghitungan: Jumlah Krisis Kesehatan dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian
Luar Biasa (KLB) ditangani dibagi Jumlah Krisis Kesehatan dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan
Kejadian Luar Biasa (KLB dikali 100%

Target
2022
100%

Seksi Fasilitas Kesehatan
Rujukan dan Krisis Kesehatan

100%

Seksi Fasilitas Kesehatan
Rujukan dan Krisis Kesehatan




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

3

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.03

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan lbu dan
Anak

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Kelurahan Universal
Child Immunization
(uci

Persentase Cakupan
Imunisasi Lanjutan
pada Anak Usia
Sekolah Dasar

Persentase Bayi Usia 0-
6 Bulan Mendapatkan
Air Susu lbu (ASI)
Eksklusif

Definisi Operasional

Penjelasan:

UCI adalah prosentase minimal 80 % bayi yang mendapatkan Imunisasi dasar lengkap di suatu desa atau
kelurahan Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun yang
terdiri dari imunisasi hepatitis B, Poliomyelitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, Hib dan campak
Bayi mendapat satu kali imunisasi Hepatitis B; satu kali imunisasi BCG; tiga kali imunisasi DPT,HB dan
Hib); empat kali imunisasi polio; dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun

Rumus Penghitungan: Jumlah Kelurahan yang Mencapai Minimal 80 % Bayi di Wilayahnya yang
Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelurahan di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap
suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya
mengalami sakit ringan. Imunisasi lanjutan adalah ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan
tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan
Imunisasi dasar Imunisasi lanjutan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar terdiri atas imunisasi
campak dan DT yang diberikan untuk anak kelas 1 SD dan imunisasi Td untuk anak kelas 2 dan 5 SD
Rumus Penghitungan: Jumlah Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Lanjutan di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Sasaran Anak Usia Sekolah Dasar di suatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak
dilahirkan sampai dengan 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan
atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam.

Rumus Penghitungan:
Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan masih mendapatkan Asi Eksklusif di suatu wilayah dalam kurun

waktu tertentu dibagi Jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang di recall di suatu wilayah dalam kurun waktu
tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
100% 100%

[

Seksi Surveilans
Epidemiologi, dan Imunisasi

J

93% 94%

[

Seksi Surveilans
Epidemiologi, dan Imunisasi

]

60% 62%

Seksi Gizi, Promosi
Kesehatan dan PPSM




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

A.1.02.02 : . .. :
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
A 1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
D Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
: : Indikator Sub L : Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan . Definisi Operasional
Kegiatan 2021 2022
6 A.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Persentase Cakupan Penjelasan: 85% 90%
Pelayanan Imunisasi Lanjutan Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap
Kesehatan lbu dan pada Anak Usia 12- suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya
Anak 23 Bulan mengalami sakit ringan. Imunisasi lanjutan adalah ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan
tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan
Imunisasi dasar Imunisasi lanjutan yang diberikan kepada anak usia 12-23 bulan adalah imunisasi ! _
DPT,HB dan Hib satu kali dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun [  SEEIIELES }
_____ Epidemiologi, dan Imunisasi

Rumus Penghitungan: Jumlah Anak Usia 12-23 bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lanjutan di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Sasaran Anak Usia 12-23 Bulan yang Sudah
Mendapatkan Imunisasi Dasar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

7 A.1.02.02.1.02.03

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pengelolaan Persentase
Pelayanan Penyelenggaraan
Kesehatan lbu dan Pelayanan Obstetri
Anak Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK)

24 jam di RSUD/RSKD

Definisi Operasional

Penjelasan:

Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Rumah Sakit

harus dapat menangani kasus rujukan yang tidak mampu ditangani oleh petugas kesehatan di tingkat
pelayanan primer.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah : Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta.

RS PONEK 24 jam adalah Rumah sakit yang menyellenggarakan pelayanan kedauratan maternal dan
neonatal secara komprehensif dan terintegasi 24 jam.

Kriteria PONEK 24 jam :

1. Ada Dokter jaga terlatih

2. Dokter, Bidan dan Perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK

3. Mempunyai SOP Penerimaan dan Penanganan Pasien Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

4. Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien

5. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu

6. Mempunyai standar respon time di UGD selama 10 menit, dikamar bersalin kurang dari 30 menit,
pelayanan darah kurang dari 1 jam

7. Tersedia kamar operasi yang siap 24 jam untuk melakukan operasi bila ada kasus emergensi obstetrik
atau umum

8. Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi kurang dari 30 menit

9. Memiliki kru/awak yg siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun on
call

10. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter
anak, dokter/petugas anastesi, dokter penyakit dalam, dokter umum, bidan dan perawat

11. Tersedia pelayanan darah siap 24 jam

12. Tersedia penunjang lain yang berperan dalam PONEK, seperti Lab dan Radiologi selama 24 jam,
recovery room 24 jam, obat dan alat penunjang yg selalu siap tersedia

Rumus Penghitungan:

Jumlah Kriteria RS PONEK yang terpenuhi di RSUD/RSKD dibagi Jumlah total Kriteria RS PONEK yang harus

dipenuhi RSUD/RSKD dikali 100%

Target
2021 2022
70% 75%

[

Seksi Fasilitas Kesehatan
Rujukan dan Krisis Kesehatan

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A 1.02.02 Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
S Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

A.1.02.02.1.02 Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
. Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Indlka'_[or o Definisi Operasional g
Kegiatan 2021 2022
8 A.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Persentase Warga Penjelasan : 100% 100%
Pelayanan Negara Indonesia Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas
Kesehatan Usia Usia 60 Tahun Ke dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Lanjut Atas yang minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Mendapatkan Skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas sesuai standar yaitu : a) dilakukan Oleh tenaga medis, kader
o kesehatan, serta petugas sektoral di SKPD terkait sesuai kewenangannya b) Pelayanan skrining di berikan oleh
Skrining Kesehatan kelompok lansia, faslitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, Puskesmas dan jaringannya (Panti sosial dan
Sesuai Standar LKSLU) c) Pelayanan Kesehatan di lakukan minimal sekali setahun d) lingkup skrining sebagai berikut : deteksi [ Seksi Kesehatan Keluarga
Hipertensi dengan mengukur tekanan darah, deteksi Diabetes Melitus dengan pemeriksaan kadar Gula darah,
Deteksi kadar kolesterol, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku dengan Mini Cog atau MMSE (Mini
Mental Status Examination) , AMT (Abreviated Mental Test) dan GDS (Geriatric Depresion Scale) serta dilakukan
pada lansia yang telah memiliki buku pemantauan kesehatan lansia.
Rumus Penghitungan:
Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali
dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas yang memilki buku pemantauan
kesehatan lansia/sesuai data yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%
9 A.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Persentase Remaja Penjelasan: 24% 40%
Kualitas kesehatan remaja putri merupakan salah satu fokus upaya pencegahan stunting. Intervensi kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan  Putri yang
Gizi Masyarakat Mendapatkan Tablet
Tambah Darah (TTD)

meningkatkan kualitas kesehatan remaja putri antara lain dengan suplementasi tablet tambah darah, pemberian
obat cacing, promosi gizi seimbang, pemberian suplementasi zink, dan penyediaan akses PKPR (Pelayanan Kesehatan

Seksi Gizi, Promosi

Remaja Putri adalah anak perempuan dengan usia 12 - 18 tahun yang bersekolah di SLTP dan SLTA atau sederajat
Kesehatan dan PPSM

Peduli Remaja) di Puskesmas.
yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) seminggu sekali adalah tablet besi folat yang setiap tablet mengandung [

60 mg besi elemental dan 0,4 mcg asam folat.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Remaja Putri usia 12 - 18 tahun yang mendapatkan TTD di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi
jumlah Remaja Putri dengan usia 12 - 18 tahun disekolah di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

10 A.1.02.02.1.02.07

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pengelolaan Persentase SDM
Pelayanan Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan Kerja dan Pelayanan Kesehatan
Olahraga Milik Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta
yang Dilakukan
Peningkatan
Wawasan
Pengukuran
Kebugaran

Target
Definisi Operasional
2021 2022

Penjelasan: 35% 40%
Kesehatan olahraga merupakan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan

kebugaran jasmani masyarakat melalui peningkatan aktivitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga yang

baik, benar, terukur, teratur sesuai kaidah kesehatan.

Kebugaran adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa

menimbulkan kelelahan yang berarti sehingga tubuh memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban

kerja tambahan.

Persentase SDM Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

dilakukan peningkatan wawasan pengukuran kebugaran SDM kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi

dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan [ Seksi Kesehatan Lingkungan, J

bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pengukuran kebugaran adalah upaya untuk meningkatkan stamina dan status kesehatan seseorang
dengan cara melakukan aktifitas fisik dan latihan.

Kesehatan Kerja, dan
Kesehatan Olahraga

Rumus Penghitungan:

SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Dilakukan
Peningkatan Wawasan Pengukuran Kebugaran dibagi SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

A.1.02.02 : , - .
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
A 1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
D Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
i Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan In(leat_otr ST Definisi Operasional
egiatan 2021 2022
11 A.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Persentase Penjelasan : 60% 65%
Pelayanan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah upaya memberikan jaminan kesehatan, keselamatan dan
Kesehatan Kerjadan  Keselamatan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
Olahraga Kesehatan Kerja (K3)  Promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
sesuai standar di Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar meliputi :
Fasilitas Pelayanan 1. Memiliki SK Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Kesehatan Milik 2. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pemerintah Provinsi  3- Memiliki Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Identifikasi bahaya dan risiko)
DKI Jakarta 4. Penerapan kewaspadaan standar (APD, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
5. Melakukan pelayanan kesehatan kerja (penyuluhan, imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, Seksi Kesehatan Lingkungan,
pelayanan penyakit akibat kerja) Kesehatan Kerja, dan
6. Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun Kesehatan Olahraga

7. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran (manajemen kebakaran
gedung, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi)

8. Pengelolaan sarana dan prasarana dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja

9. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja

10. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi Puskesmas Kecamatan,
Puskesmas Kelurahan, RSUD/RSKD dan Klinik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rumus Perhitungan :

Jumlah indikator pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan oleh Fasyankes milik
pemprov DKI Jakarta dibagi Indikator pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai standar dikali
100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

12 A.1.02.02.1.02.08

13

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Tempat
dan Fasilitas Umum
(TFU) yang dilakukan
pengawasan sesuai
standar

Persentase Tempat
Pengelolaan Pangan
(TPP) yang
Memenuhi Syarat
Sesuai Standa

Definisi Operasional

Penjelasan :

TFU adalah tempat-tempat umum yang meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan
Puskesmas Kecamatan), Fasilitas pendidikan (SD dan SMP sederajat) dan Pasar. Persyaratan kesehatan
lingkungan sesuai peraturan menteri kesehatan (Permenkes 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat,
Permenkes No 7 Tahun 2020 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Kepmenkes No 1429 tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah)

Rumus Penghitungan:

Jumlah TFU yang memenubhi syarat kesehatan lingkungan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dibagi jumlah TFU yang terdata di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

TPP yang terdata adalah tempat-tempat pengelolaan pangan siap saji meliputi Restoran/Rumah
Makan/Jasa Boga yang terdata.

Persyaratan Higiene Sanitasi Pangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Nomor 1096 tahun
2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga dan Nomor 1098 tahun 2003 tentang Higiene Sanitasi Rumah
Makan dan Restoran, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemberian Sertifikat
Laik Higiene Bagi Restoran/Rumah Makan/Jasa Boga).

Rumus Penghitungan:

Jumlah TPP yang memenubhi syarat Higiene Sanitasi Pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dibagi jumlah TPP yang terdata di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
65% 70%

[

Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja, dan
Kesehatan Olahraga

]

50% 55%

[

Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja, dan
Kesehatan Olahraga

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

14

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.08

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

. Target
Sub Kegiatan Indlkat_or 1D Definisi Operasional °
NG 2021 2022
Pengelolaan Jumlah kelurahan Penjelasan: 267 267
Pelayanan yang Melaksanakan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan Kelurahan Kelurahan
Kesehatan Sanitasi Total masyarakat dengan metode pemicuan (Kepmenkes no 852 tahun 2008 tentang Strategi Nasional STBM)
Lingkungan Berbasis Masyarakat ~ Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) artinya menjalankan minimal 5 (lima) pilar
(STBM) STBM, membentuk Natural Leader, dan Rencana Tindak Lanjut Masyarakat (RTM)

5 pilar STBM terdiri atas:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan
2. Cuci Tangan Pakai Sabun

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga [

4. Pengelolaan Sampah rumah tangga

5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga

Kelurahan adalah kelurahan berlokasi di Provinsi DKI Jakarta
Pelaksanaan STBM di Wilayah Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan:
1. sosialisasi

2. pemicuan

3. Terbentuk Natural Leaders

Kesehatan Kerja, dan

Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Olahraga

Rumus Penghitungan:
Jumlah akumulasi kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

A.1.02.02 . , - .
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
A 1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
D Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
i Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Indlkat_or ST Definisi Operasional
NEg et 2021 2022
15  A.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Persentase Penjelasan : 60% 70%
Pelayanan Pengelolaan Limbah Pengelolaan limbah medis sesuai standar meliputi 10 Indikator :
Kesehatan Medis Sesuai Standar  1- Kepemilikan dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
Lingkungan di Fasilitas Pelayanan  2- Kepemilikan Standar Operating Prosedur (SOP) pengelolaan limbah medis
Kesehatan Milik 3. Dilakukan pemilahan limbah medis pada wadah sampah sesuai dengan jenisnya
Pemerintah Provinsi 4. Dilakukan pewadahan/penampungan limbah medis pada wadah sampah sesuai dengan jenisnya
DKI Jakarta (kantong plastik kuning dengan simbol biohazard)
5. Pengangkutan dengan menggunakan troli khusus untuk limbah medis dan dilakukan oleh petugas yang
menggunakan alat pelindung diri (APD) standar T ————
6. Dilakukan penyimpanan pada bangunan/tempat pengelolaan sampah (TPS) sesuai ketentuan teknis < f(lesZiZt:naEer;ggdg;gan’
dan administratif (punya izin TPS limbah B3 medis) Kesehatan Olah}aga

7. Pengelolaan limbah medis (insenerasi atau non insenerasi) dilakukan sesuai standar peraturan yang
berlaku)

8. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak ke-3

9. Memiliki fasilitas K3 minimal tabung APAR, petunjuk simbol keselamatan, dan Air Washer

10. Melakukan pencatatan dan pelaporan limbeh medis (pelaporan berbasis elektronik melalui e-monev
limbah), ketersediaan dokumen pengiriman limbah B3 Medis/manifest

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Provinsi DKI Jakarta dimaksud meliputi Puskesmas Kecamatan dan
RSUD/RSKD

Rumus Perhitungan :

Jumlah indikator pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan oleh fasyankes dibagi jumlah indikator
pengelolaan limbah medis sesuai standar dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

16

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.09

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

: Indikator L : Target
Sub Kegiatan ?( a_ot SELY Definisi Operasional
eglatan 2021 2022
Pengelolaan Persentase Indikator ~ Penjelasan:: 50% 60%
Pelayanan Promosi Gerakan Masyarakat ~ Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran
Kesehatan Hidup Sehat dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta
(GERMAS) yang mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan

Dikampanyekan dan  didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Dilaksanakan
Melaksanakan GERMAS yang dimaksud adalah dengan melakukan kampanye dan mengimplementasikan

indikator GERMAS yaitu :

Seksi Gizi, Promosi
Kesehatan dan PPSM

2. Peningkatan PHBS

1. Peningkatan Aktivitas Fisik
3. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi [

]

4. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan, Menjaga Kebersihan Lingkungan.
6. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Penatalaksanaan dan Kampanye GERMAS dimaksud diselenggarakan di SKPD/UKPD Kesehatan mencakup
Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, RSUD/RSKD, dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Indikator GERMAS yang Dikampanyekan dan Dilaksanakan dibagi Jumlah Seluruh Indikator
GERMAS dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

17

18

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.10

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan
Tradisional Lainnya

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Penyehat
Tradisional (Hatra)
yang Dilakukan
Pengawasan

Persentase
Penyelenggaraan
Upaya
Pengembangan
Kesehatan
Tradisional di
Puskesmas

Definisi Operasional

Penjelasan:

Penyehat Tradisional (Hatra) adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau
pendidikan non formal.

Hatra diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empris.

Hatra terdaftar adalah dapat izin dari PTSP berupa Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan
kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional
empiris.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Suku Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan Puskesmas
melakukan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan oleh Penyehat
Tradisional secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Diawasi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi
Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) Terdaftar (Memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

Penyelenggarakan upaya pengembangan kesehatan tradisional adalah pelaksanaan upaya kesehatan
tradisional oleh Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi kriteria:

a. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan (pemanfaatan taman
obat keluarga) dan ketrampilan (akupresur untuk keluhan ringan) dan/atau.

b. puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih dan melaksanakan upaya kesehatan
tradisional (pelatihan akupresur untuk perawat, bidan dan fisioterapi; akupunktur untuk dokter)

Rumus Perhitungan :
Jumlah upaya pengembangan kesehatan tradisional yang dilaksanakan dibagi Jumlah upaya
pengembangan kesehatan tradisional sesuai standar dikali 100%

Target
2021 2022
40% 45%

[

Seksi Fasilitas Layanan
Kesehatan Dasar, Tradisional,
dan Komplementer

J

80% 90%

[

Seksi Fasilitas Layanan
Kesehatan Dasar, Tradisional,
dan Komplementer

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

19 A.1.02.02.1.02.11

20

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pengelolaan Cakupan Deteksi Dini
Pelayanan Hepatitis B bagi Ibu
Kesehatan Penyakit Hamil
Menular dan Tidak
Menular
Persentase

Puskesmas yang
Melaksanakan
Layanan Rehidrasi
Oral Aktif (LROA)

Definisi Operasional

Penjelasan:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas, RSUD/RSKD, RS/Klinik Swasta Hepatitis B
adalah penyakit infeksi peradangan hati yang disebabkab oleh virus Hepatitis B. Deteksi Dini Hepatitis B
adalah skrining awal penyakit infeksi peradangan Hati yang disebabkan virus Hepatitis B. Deteksi Dini
Hepatitis pada ibu hamil adalah yang paling efektif dalam pemutusan mata rantai Hepatitis B (dari ibu ke
bayi) guna mendapatkan generasi sehat bebas Hepatitis B . Ibu hamil adalah ibu yang mengandung janin
hasil dari pertemuan sel telur dan sel sperma

Rumus Penghitungan: Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Deteksi dini Hepatitis B dibagi dengan jumlah
seluruh Ibu Hamil di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan :

Layanan Rehidrasi Oral Aktif adalah Sarana pemberian oralit dan zinc bagi seluruh pasien diare dan sarana
observasi atau pengamatan untuk penderita diare ringan ringan-sedang serta penyuluhan tentang
pemberian oralit dan zinc. Puskesmas adalah seluruh puskesmas kecamatan dan kelurahan

Rumus Penghitungan: Jumlah puskesmas yang Melaksanakan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) dibagi
jumlah seluruh puskesmas dikali 100%

Target
2021 2022
60% 65%

Seksi Penyakit Menular, Tular
Vektor, dan Zoonotik

85% 90%

Seksi Penyakit Menular, Tular
Vektor, dan Zoonotik




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

A.1.02.02 : , - .
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
A 1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
D Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
. Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Intil(lkat_otr 1D Definisi Operasional
eglatan 2021 2022
21 A.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Annual Parasite Penjelasan: 60% 65%
Pelayanan Incidence (API) Kasus  Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam suatu
Kesehatan Penyakit Malaria Indigenous wilayah geografis tertentu, dan bukan berati tidak ada kasus impor serta sudah tidak ada vektor malaria di
Menular dan Tidak Sama Dengan 0 (Nol) ~ Wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
Menular Fase Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah tahapan yang dilalui setelah mencapai tahap Eliminasi

Malaria yang bertujuan untuk mencegah munculnya kembali kasus penularan setempat dan sasaran
intervensi kegiatan adalah pada individu kasus positif yang berasal dari luar DKI Jakarta (kasus import).
Fase Pemeliharaan Malaria ditandai dengan telah diberikannya sertifikat Eliminasi Malaria dari
Kementerian Kesehatan kepada setiap Kabupaten yang telah memenuhi pesrayaratan. Provinsi DKI
Jakarta telah menerima sertifikat Eliminasi Malaria pada tahun 2013 untuk Kabupaten Kepulauan Seribu Seksi Penyakit Menular, Tular
dan 5 wilayah kota Administrasi pada tahun 2014., sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk Vektor, dan Zoonotik
mempertahankan Eliminasi Malaria AP| adalah angka kesakitan malaria indigenous (berdasarkan hasil
pemeriksaan laboratorium) per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Malaria indigenous adalah kasus yang
penularannya terjadi di wilayah setempat (kabupaten/kota) dan tidak ditemukan vektor penyebaab
malaria serta tidak memiliki riwayat berpergian ke daerah endemis malaria dalam empat minggu sebelum
sakit dengan hasil pemeriksaan darah positif malaria. Jumlah penderita positif malaria adalah jumlah
kasus malaria import yang dikonfimasi positif melalui pemeriksaan mikroskopis (sediaan darah malaria)
maupun tes diagnostik cepat (RDT)

Rumus Penghitungan: Jumlah penderita positif malaria indigenous dibagi jumlah penduduk dikali 1000
per mil



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

22 A.1.02.02.1.02.11

23

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pengelolaan Proporsi Penemuan
Pelayanan Kasus Kusta Baru

Kesehatan Penyakit Tanpa Cacat
Menular dan Tidak

Menular

Persentase
Puskesmas yang
Melakukan
Pemeriksaan dan
Tatalaksana
Pneumonia pada
Balita (Bawah Lima
Tahun) Melalui
Pendekatan MTBS
(Manajemen
Terpadu Balita Sakit)

Definisi Operasional

Penjelasan:

Kusta adalah penyakit menular menahun melalui pernafasan/ kontak erat dan lama yang disebabkan oleh
kuman Mycobacterium Leprae, menyerang kulit, saraf tepi, dan organ tubuh lain pada manusia yang
mengakibatkan cacat penampilan & fisik, gangguan sosialisasi serta diskriminasi. Kasus kusta baru adalah
kasus kusta yang baru ditemukan dalam periode 1 tahun. Kasus kusta baru tanpa cacat adalah kasus kusta
baru yang ditemukan dalam keadaan tidak mengalami kecacatan (tidak dalam kondisi status cacat tingkat
1 maupun cacat tingkat 2). Proporsi penemuan kasus kusta baru tanpa cacat adalah persentase
perbandingan jumlah penemuan kasus kusta baru tanpa cacat dengan jumlah total kasus kusta baru yang
ditemukan dalam 1 tahun.

Rumus Penghitungan: Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dibagi dengan jumlah kasus kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dikali 100%

Penjelasan:

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berada di wilayah DKI Jakarta.
Pneumonia adalah Infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (hitung nafas melebihi batas normal atau dan
terdapat tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam) . Usia 2 bin s.d 59 bIn dikalsifikasikan pneumonia berat
(tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam). Usia 2 bln s.d < 12 bin diklasifikasikan pneumonia dengan nafas cepat
50x/menit atau lebih Usia 12 bin s.d 59 bin diklasifikasikan pneumonia dengan nafas cepat 40x/menit atau lebih
(sumber pedoman tatalaksana pneumonia balita kemenkes ditjen P2PL tahun 2015) Pemeriksaan dan tatalaksana

pneumonia adalah upaya fasyankes dalam memberikan layanan pada kasus infeksi yang mengenai jaringan paru-paru

yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI. Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia
adalah Puskesmas yang memberikan layanan pada kasus infeksi yang mengenai jaringan paru-paru yang sesuai
standar Kementerian Kesehatan Rl. Penemuan kasus pneumonia balita adalah jumlah balita yang ditemukan dalam
klasifikasi pneumonia. Pendekatan MTBS adalah suatu pendekatan terpadu yang tata pelaksanaanya dilakukan pada
balita sakit dengan fasilitas rawat jalan dengan pengetahuan pelayanan kesehatan.

Rumus Penghitungan: Jumlah Puskesmas yang melakukan Pemeriksaan dan Tatalaksana Pneumonia pada Balita
Melalui Pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dibagi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dengan jumlah Puskesmas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
88% 89%

Seksi Penyakit Menular, Tular
Vektor, dan Zoonotik

75% 95%

Seksi Penyakit Menular, Tular
Vektor, dan Zoonotik




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

A.1.02.02 : . - .
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
A 1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
D Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
. , Indikator Sub o _ Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan . Definisi Operasional
Reylatan 2021 2022
24 A.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Persentase Penjelasan: 85% 95%
Pelayanan Puskesmas yang Kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan
Kesehatan Penyakit Melaksanakan melalui tanah.
Menular dan Tidak Peningkatan Layanan  Seseorang yang menderita penyakit kecacingan adalah seorang penderita yang dalam pemeriksaan
Menular Penyakit Kecacingan tinjanya mengandung telur cacing dan/atau cacing.
Peningkatan layanan adalah suatu kegiatan atau tindakan penanggulangan melalui berbagai upaya
terstandar meliputi promosi kesehatan, surveilans cacingan, pengendalian faktor risiko, penanganan
penderita dan POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal ) yang bertujuan untuk menurunkan
prevalensi cacingan dan menurunkan risiko penularan pada suatu wilayah. ! _
Puskesmas adalah Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan [ Seks\llslzr;)r/alégane:;I%rt,ikTuIar }
Rumus Penghitungan:
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan peningkatan layanan penyakit kecacingan sesuai standar di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi seluruh jumlah Puskesmas di suatu wilayah dalam kurun
waktu tertentu dikali 100%
25 Case Fatality Rate Penjelasan: 0,03% 0,02%

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang
ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypt, ditandai dengan gejala demam 2 - 7 hari disertai manifestasi
perdarahan, penurunan trombosit (trombositopenia), adanya hemokonsentrasi yang ditandai kebocoran plasma
(peningkatan hematokrit, asitesis, efusi pleura, hipoalbuminemia) dan atau dapat disertai gejala-gejala tidak khas
seperti nyeri kepala, nyeri otot & tulang, ruam kulit atau nyeri belakang bola mata.

Case Fatality adalah angka yang dinyatakan dalam jumlah yang berisikan data kematian akibat penyakit tertentu
Case Fatality Rate Demam Berdarah (CFR DBD) adalah angka yang dinyatakan dalam persentase yang berisikan data [

Demam Berdarah
Dengue (CFR DBD)
Kurang Dari 1%

orang yang mengalami kematian akibat DBD
Vektor, dan Zoonotik

Seksi Penyakit Menular, Tular ]

Rumus Penghitungan:
Jumlah penderita DBD yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita DBD di
suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

26 A.1.02.02.1.02.11

27

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Puskesmas yang
Melaksanakan
Pelayanan Penyakit
Tidak Menular secara
Terpadu (PANDU
PTM)

Persentase Kasus
Suspek Campak yang
Dilakukan
Pengambilan
Spesimen

Definisi Operasional

Penjelasan:

Berdasarkan Renstra Kemenkes 2020 - 2024 bahwa Pelayanan Terpadu PTM (PANDU PTM) adalah
ilntegrasi upaya promosi kesehatan, deteksi dini, monitoring, dan penatalaksanaan PTM secara holistik
meliputi:

1. Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Posbindu PTM di wilayahnya/ melaksanakan pemeriksaan
faktor risiko PTM.

2. Puskesmas melakukan tata laksana PTM sesuai PPK 1 atau menggunakan skema prediksi PTM (CARTA).
3. Terapi farmakologi sesuai standar.

Puskesmas adalah Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan

Rumus Penghitungan:

Jumlah Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan PANDU PTM di suatu wilayah dalam
kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan di suatu wilayah dalam kurun
waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

Penyakit campak adalah penyakit yang disebabkan virus yang ditandai dengan demam dan rash.

Kasus suspek campak adalah demam (panas) dan ruam (rash) sebelum didapatkan hasil dari pemeriksaan
laboraturium.

Spesimen adalah sampel serum dan urin yang diambil dari tersangka campak.

Serum diambil 4-28 hari sejak muncul rash sebanyak 1 cc serum dari 3-5 cc darah dan dikirim ke lab dengan suhu 2-8
ocC.

Spesimen urin diambil < 5 hari sejak muncul rash sebanyak 60 cc dan dikirim ke lab dengan suhu 2-8 0 C.

KLB tersangka (suspek) campak adalah adanya 5 atau lebih suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang
terjadi mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologi.

Hubungan epidemiologi adalah adanya kontak antara satu suspek dengan suspek lainnya.

Laporan C1 adalah laporan individu suspek campak dalam suatu wilayah yang dilaporkan dalam waktu satu bulan
Rumus Penghitungan:

Jumlah Kasus Suspek Campak yang Diambil Spesimennya di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah
Kasus Suspek Campak yang Dilaporkan Melalui Laporan C1 di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2022
80%

2021
70%

[

Seksi Penyakit Tidak Menular,
Keehatan Jiwa, dan NAPZA

J

90% 90%

[

Seksi Surveilans
Epidemiologi, dan Imunisasi

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

28 A.1.02.02.1.02.12

29 A.1.02.02.1.02.13

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Haji

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Jemaah
Haji yang
Mendapatkan
Pembinaan Istitha'ah
Kesehatan Haji

Persentase Orang
dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Penjelasan:

Jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama islam dan telah mendaftarakan diri untuk
menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

Isthithaah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, rohaniah, pembekalan dan keamanan untuk
menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga

Isthithaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan meliputi fisik dan
mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji
dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agama Islam

Rumus Penghitungan:

Jumlah Jemaah Haji yang Telah Mendapatkan Penilaian Isthithaah Kesehatan Haji Paling Lambat 1 (Satu)
Bulan Sebelum Hari Pertama Tiba di Embarkasi dibagi Kuota Jemaah Haji Tahun Berjalan Berdasarkan
Data Siskohatkes dikali 100 %

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat sesuai

Definisi Operasional

standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa:
a. Pemeriksaan status mental

b. Wawancara

2. Edukasi kepatuhan minum obat
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Rumus Penghitungan:

Jumlah ODGI berat (psikotik akut dan skizofrenia) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam
kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik akut dan skizofrenia) pada suatu wilayah dalam kurun waktu
1 tahun yang sama dikali 100 %

Target
2021 2022
85% 90%

[

Seksi Surveilans
Epidemiologi, dan Imunisasi

1

100% 100%

[

Seksi Penyakit Tidak Menular,
Keehatan Jiwa, dan NAPZA

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Indlkat_or il
Kegiatan
30 A.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Persentase Calon Penjelasan:
Pelayanan Pengantin (Catin)
Kesehatan Khusus yang Melakukan
Skrining Kesehatan

1. Anamnesis :
a. Anamnesis umum dan tambahan untuk calon pengantin

b. Melengkapi persyaratan pemeriksaan dengan membuat persetujuan atau informed concern
c. Jika diperlukan dapat dilakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa

2. Pemeriksaan fisik (termasuk pemeriksaan status gizi)

3. Pemeriksaan penunjang

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

5. Pelayanan gizi : pencegahan dan penanggulangan anemia
6. Imunisasi

7. Pengobatan/terapi dan rujukan

skrining kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan umum, potensi penyakit menular (IMS, HIV, hepatitis) dan

herediter (thalassemia)

Konseling Pra Nikah adalah suatu proses konsultasi dimana seorang konselor membantu calon pengantin untuk
memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah.
Catin terdaftar adalah catin yang akan menikah dengan membawa surat pengantar dari RT/RW atau PTSP di wilayah

kerja tertentu

Rumus Penghitungan:

Jumlah catin yang melakukan skrining kesehatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah catin
yang terdaftar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

3 Persentase Penjelasan:

Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR)

sesuai standar didampingi petugas Puskesmas

Rumus Penghitungan:

Jumlah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang diberikan dibagi Jumlah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) sesuai standar dikali 100%sikotik akut dan skizofrenia) pada suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang

sama dikali 100 %

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Definisi Operasional

Calon Pengantin (Datin) adalah penduduk ber-KTP DKI, salah satu calon atau kedua pasangannya
Skrining kesehatan calon pengantin adalah Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin meliputi :

Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) usia 10-18 tahun pada kurun waktu satu tahun dengan ketentuan
1. Memberikan layanan konseling bagi usia sekolah dan remaja
2. Membina minimal 1 Posyandu remaja (dilakukan pemberian KIE, pelayanan kesehatan, dan konseling) dan

Target
2021 2022
70% 80%

[ Seksi Kesehatan Keluarga

40% 40%

[ Seksi Kesehatan Keluarga




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

32

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.15

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pengelolaan Persentase
Pelayanan Pemenuhan 10
Kesehatan Khusus Komponen Layanan

Kesehatan Bagi
Korban KtPA di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Milik
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Definisi Operasional

Penjelasan :

Definisi Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA di adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Layanan Dasar (Puskesmas) maupun
Layanan Rujukan RSUD/RSKD (Tipe D, C, B dan A).

Layanan Kesehatan yang dimaksud adalah Layanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan Anak (KtPA) di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang mencakup 32 PPT KtPA RSUD/RSKD dan 44 Layanan KtPA Puskesmas
Kecamatan, melingkupi 10 komponen yang harus disiapkan:

Memiliki SK Tim

Memiliki SOP dan Standar yang berlaku

Dalam penanganan korban, pelayanan tidak bergabung dengan layanan lainnya

Hak sepenuhnya diserahkan pada korban dan tetap dilaporkan ke P2TP2A

Memiliki prosedur, alur

Memiliki ruangan khusus

Tersedia furniture dan logistic yang sesuai standar

Melakukan pendekatan multi disiplin dan berjalan baik

Catatan dan pelaporan (Catpor) sesuai konsep yaitu memiliki data dan informasi data kasus yang pernah terjadi dan potensi
kasus KtPA dan melakukan analisa serta menyusun rencana kerja

10. Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan yaitu melaksanakan sosialisasi program tentang KtPA.

Definisi KtPA:

1) kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin
berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan
tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam
kehidupan pribadi

2) Kekerasan terhadap Anak (KtA) adalah semua bentuk tindakan/ perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional,
penyalahgunaan seksual, traficking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk ekploitasi seksual komersial anak yang

PR E

mengakibatkan cidera/ kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang

anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.
Pelaksanaan layanan kesehatan bagi korban KtPA adalah Layanan kesehatan Mampu tatalaksana korban KtPA, yaitu

1. Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA di 32 PPT RSUD/RSKD adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) KtPA korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak di Rumah sakit adalah tempat dilaksanakannya pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan
secara komprehensif oleh multidisiplin dibawah satu atap (one stop service).

2. Layanan KtPA di 44 Puskesmas Kecamatan adalah Layanan KtPA di Puskesmas menyelenggarakan pengembangan jejaring dan

kemitraan lintas program dan layanan menyiapkan tenaga kesehatan

minimal 2 orang yang sudah mendapat pelatihan tatalaksana kasus KtP/A.

Rumus Penghitungan:

Jumlah komponen Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi total
komponen di Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA dikali 100%.

Target

2021 2022
60% 70%

Seksi Kesehatan Keluarga




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

No Kode Sub Kegiatan

33 A.1.02.02.1.02.15

34 A.1.02.02.1.02.16

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Khusus

Pengelolaan
Jaminan Kesehatan
Masyarakat

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Pembinaan
Kesehatan Anak
dengan Disabilitas di
Sekolah Luar Biasa
(SLB) dan Masyarakat

Persentase
Premi/luran BPJS
Kesehatan bagi
Penduduk yang
didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah
(PD Pemda)
Dibayarkan sesuai
hasil rekonsiliasi data

Target
2021 2022

Penjelasan: 60% 70%
1. Definisi Disabilitas ialah seseorang yang keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat, dapat menemui
hambatan yang menyulitkan untuk berpatisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak

2. Definisi Anak dengan disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang mengalami
gangguan/keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik secara permanen yang ketika melakukan
aktivitas dan relasi sosial menghadapi hambatan untuk berpartisipasi berdasarkan kesamaan hak dengan
anak-anak lainnya

Sasaran Anak dengan disabilitas mencakup Anak usia sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di PKBM

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) [ Seksi Kesehatan Keluarga J

Definisi Operasional

Rumus Penghitungan:

Jumlah Anak dengan disabilitas di Sekolah Luar Biasa dan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
yang dibina di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Anak dengan Disabilitas di
Sekolah Luar Biasa (SLB) dan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di suatu wilayah dalam kurun
waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan : 100% 100%
Permi/luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan

secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ attau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan.

PD Pemda adalah Penduduk yang didaftarkan untuk kemudian iurannya dibayarkan secara teratur oleh
pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Rekonsiliasi data merupakan proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua sumber/tempat
yang berbeda. Rekonsiliasi dalam hal ini adalah mencocokan Penerimaan luran yang dicatat oleh BPJS
Kesehatan berdasarkan Surat Setoran dan Catatan/laporan dari KPPN atau BPKD yang diselenggarakan Seksi Perencanaan Anggaran J

secara berkala 4 kali dalam setahun dan Pembiayaan

Rumus Penghitungan:
Jumlah nominal BPJS Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda)
dibagi jumlah premi hasil BA rekonsiliasi data dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

e Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

A.1.02.02.1.02 Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

P Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Indlkat_or 1D Definisi Operasional
Kegiatan 2021 2022
35 A.1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Persentase Penjelasan: : : : 50% 55%
i Autopsi verbal adalah suatu cara pengumpulan data untuk mencari penyebab kematian dengan menggunakan instrumen
Surveilans Puskesmas yang terstruktur dalam melakukan anamnesa dan menggali penyebab kematiannya melalui informasi anggota keluarga yang mengetahui
Kesehatan Melaksanakan riwayat kematian almarhum/almarhumah berdasarkan lokasi.
Autopsi Verbal (AV) Jumlah kematian yang dihitung adalah jumlah kematian yang terjadi di luar rumah sakit.
----- Seksi Surveilans
Rumus Penghitungan: Epidemiologi, dan Imunisasi
Jumlah puskesmas yang melaksanakan AV 20% dari jumlah kematian di wilayahnya dibagi Jumlah Puskesmas di wilayahnya dikali
100 %
Penjelasan : . .
36 Jum!ah Pelaksanaan Kegiatan Audit Maternal Perinatal/Neonatal dilakukan di tingkat Kab/Kota adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab 4 Kali 8 Kali
Audit Maternal dan kematian artau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
Perinatal Kematian maternal adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua

sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penangannya, tetapi bukan oleh kecelakaan /cedera (WHO 2014).
Kematian maternal adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan
(termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya
kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
Kematian perinatal adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 28 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi
yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 28 hari setelah persalinan.
Kematian Maternal (ibu) yang dilakukan audit adalah semua kematian ibu yang tercatat dan terlaporkan dengan menggunakan
Formulir Daftar Kematian Maternal tingkat Puskesmas (DKM) yang pada setiap awal bulan dilaporan ke Sudinkes Kab/Kota untuk
dilakukan rekapitulasi.

Tahapan pelaksanaan AMP adalah :

1. Identifikasi Kasus Kematian dan Pelaporan Data Kematian

2. Registrasi dan Anonimasi
3. Pemilihan Kasus dan Penkajian serta Penjadwalan Pengkajian Seksi Kesehatan Keluarga
4. Penggandaan dan Pengiriman bahan Kajian

5. Pertemuan Pengkajian Kasus

6. Pendataan dan Pengolahan Hasil kajian

7. Pemanfaatan Hasil Kajian

Rumus Penghitungan:

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

37

38

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.23

A.1.02.02.1.02.25

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Penyediaan dan
Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu
(SPGDT)

Pengambilan dan
Pengiriman
Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Lab
Rujukan/Nasional

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Penanganan
Kegawatdaruratan
Pra-Rumah Sakit
Melalui Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu
(SPGDT) Dalam
Waktu Maksimal 30
Menit

Persentase Rumor
Kejadian Luar Biasa
(KLB) dan/atau
Kejadian Luar Biasa
(KLB) yang Dilakukan
Investigasi Dalam
Waktu Kurang Dari
atau Sama Dengan
24 Jam

Definisi Operasional

Penjelasan:

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa
dan pencegahan kecacatan.

Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu
segera untuk menyelamatkan nyawa danpencegahan kecacatanrurat Terpadu yang selanjutnya disingkat

SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center
dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

Respon Time adalah waktu yang diperlukan pusat koordinasi SPGDT untuk mengirimkan unit ambulan beserta tenaga
kesehatan menuju tempat kejadian kedaruratan (true emergency) setelah diterimanya berita kejadian kedaruratan
dari SPGDT

Rumus Penghitungan:

Jumlah Kejadian Kegawatdaruratan (True Emergency) dengan Respon Time Kurang Dari atau Sama Dengan 30 Menit
dibagi Jumlah Laporan Kejadian Kegawatdaruratan yang diterima SPGDT dikali 100%

Penjelasan:

KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis
pada suatu desa /kelurahan dalam waktu tertentu.

Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan
selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon.

Penyelidikan KLB/ investigasi KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan
adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara-cara
penanggulangannnya.

Rumor KLB adalah suatu informasi atau berita yang didapatkan tentang adanya dugaan KLB di suatu wilayah.
Rumus Penghitungan:

Jumlah Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang di Investigasi Dalam Waktu Kurang
Dari atau Sama Dengan 24 Jam di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Rumor Kejadian Luar
Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022

100% 100%

[

Seksi Fasilitas Kesehatan
Rujukan dan Krisis Kesehatan

J

100% 100%

[

Seksi Surveilans
Epidemiologi, dan Imunisasi

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

A.1.02.02 : . .. :
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
A 1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
D Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan
. Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Inorl(lka@otr 1D Definisi Operasional
egiatan 2021 2022
39 A.1.02.02.1.02.28 Pengelolaan Presentase Inovasi Penjelasan: . o o o 100% 100%
Penelitian Bidang Kesehatan Produktivitas dan Inovasi pelayanan publik bidang kesehatan adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang
Kesehat Berialan S merupakan ide kreatif orisinal dan atau adapatasi maupun modifikasi yang memberikan menfaat bagi masyarakat
esehatan ﬁang. terja an >ecara baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu instansi, satu inovasi adalah gerakan yang mewajibkan kepada
onsisten

setiap Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD untuk menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap
tahun. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) adalah sistem berbasis web yang memuat jaringan
informasi dan dokumentasi dalam rangka menfasilitasi pembangunan inovasi pelayanan publik.

Pengembangan inovasi pelayanan publik merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka
percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik [

Sasaran atas Inovasi Bidang Kesehatan yang Berjalan Secara Konsisten ini adalah UKPD Bidang Kesehatan mancakup
Puskesmas, RSUD, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi UPT PPKP, Labkesda, AGD, Puslatkesda dan
Jamkesjak.

Konsisten merujuk pada pemanfaatan inovasi secara berkelanjutan yang diaplikasikan dalam penyelenggaraan
layanan kesehatan

Seksi Standarisasi Mutu
Pelayanan Kesehatan

Rumus Penghitungan:
Jumlah inovasi yang dimiliki berjalan dengan konsisten dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah inovasi dalam
kurun waktu tertentu dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

40

41

A.1.02.02

A.1.02.02.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.02.28

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Penelitian
Kesehatan

Indikator Sub
Kegiatan

Presentase
SKPD/UKPD Urusan
Kesehatan yang
Memiliki Inovasi
Bidang Kesehatan

Jumlah Penelitian
yang Dimanfaatkan
Untuk Kebutuhan
Program dan
Rekomendasi
Kebijakan Urusan
Kesehatan

Definisi Operasional

Penjelasan:

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan
pemerintahan berjalan dengan baik (UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). SKPD meliputi
Sekretariat daerah, Dinas-dinas, Badan-badan, dan sebagainya. Dalam Indikator output ini yang dimaksud
SKPD adalah Dinas Kesehatan.

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah yang merupakan jajaran
dari SKPD di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi
agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam Indikator output ini yang dimaksud
UKPD adalah Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi
UPT PPKP, Labkesda, AGD, Puslatkesda dan Jamkesjak.

Produktivitas dan Inovasi pelayanan publik bidang kesehatan adalah terobosan jenis pelayanan publik
baik yang merupakan ide kreatif orisinal dan atau adapatasi maupun modifikasi yang memberikan
manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu instansi, satu inovasi adalah
gerakan yang mewajibkan kepada setiap lembaga, pemda, BUMN dan BUMD untuk menciptakan minimal
1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.

Rumus Penghitungan:

Jumlah SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Memiliki Inovasi Bidang Kesehatan dalam kurun waktu
tertentu dibagi Jumlah Seluruh SKPD/UKPD Urusan Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

Menghitung jumlah rekomendasi kebijakan (policy brief/policy paper) yang ditulis berdasarkan hasil
penelitian yang disampaikan dalam forum atau pertemuan kepada pengelola program dan pemangku
kebijakan yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi kepala dinas kesehatan dan laporan
forum/pertemuan

Rumus Penghitungan:

Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian

2021
97%

Target
2022
97%

Seksi Standarisasi Mutu
Pelayanan Kesehatan

1

Rekomendasi

1
Rekomendasi

Kesehatan

[ Seksi Sumberdaya Manusia J




100%

B.1.02.02.2.02

Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Unit
Pelayanan yang
Menerapkan
Standar
Pelayanan

Penjelasan :

Standar Pelayanan adalah (merujuk Permenpan 15/2014)

Unit Pelayanan adalah bagian dari SKPD/UKPD yang memberikan jenis
pelayanan tertentu yang menjadi kewenangan SKPD/UKPD

Rumus Perhitungan :

Jumlah Unit Pelayanan yang memiliki Standar Pelayanan disuatu wilayah
tertentu dibagi Seluruh Unit Pelayanan di suatu wilayah tertentu dikali 100%

100%




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

1 B.1.02.02.2.02.01

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pengelolaan Persentase Ibu Hamil
Pelayanan yang Mendapatkan
Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Sesuai
Standar

Definisi Operasional

Penjelasan:

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil
minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester prtama, satu kali pada trimester
kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan ole Bidan dan ataun Dokter dan atau Dokter
spesialis Kebidanan baik yang beekerja di fassilitas pelayanan kesehatan peerintah maupun swasta yang
memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu
hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

a)Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;

b)Ukur tekanan darah;

c)Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)

d)Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);

e)Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);

f)Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
g)Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;

h)Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan
darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi);
yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
i)Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;

j)Temu wicara (konseling)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Rumus Penghitungan:

Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah ibu hamil yang berkunjung di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
100% 100%

[ Seksi Kesehatan Keluarga }




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

2 B.1.02.02.2.02.02

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indlka'_tor i Definisi Operasional e
Kegiatan 2021 2022
Pengelolaan Persentase lbu Penjelasan: 100% 100%
Pelayanan Bersalin yang Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan
Kesehatan Ibu Mendapatkan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun
Bersalin Pelayanan Persalinan Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan
Sesuai Standar komplikasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik
pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun

swasta
Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

[ Seksi Kesehatan Keluarga }

Rumus Penghitungan:

Jumlah ibu bersalin mandapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu bersalin yang berkunjung ke fasilitas
pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu dikalli 100%

Persentase Ibu Nifas ~ Penjelasan: 97% 97,5%
Cakupan pelayanan nifas (KF) adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan
42 hari pasca persalinan sesuai standar. Konsep KF : 1) Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan
42 hari pasca persalinan. 2) Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3
kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke Il, dan pada minggu ke VI termasuk
pemberian Vitamin A sebanyak 2 kali serta edukasi serta persiapan dan/atau pemasangan KB Paska
Persalinan. 3) Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate Seksi

. ) A . eksi Kesehatan Keluarga
(CBR) x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing —
masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun

yang Mendapatkan
Pelayanan Nifas
Sesuai Standar

Rumus Penghitungan: Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar di suatu
wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu nifas di suatu wilayah kerja dalam
kurun waktu tertentu dikalli 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

4 B.1.02.02.2.02.03

5 B.1.02.02.2.02.04

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
Lahir

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

Indikator Sub
Kegiatan

Presentase Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Persentase Anak Usia
0-59 Bulan yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Definisi Operasional

Penjelasan:

Bayi Baru Lahir adalah usia 0-28 Hari Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah
pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial
sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya
Kesehatan Anak yaitu Kunjungan Neonatal (KN1) dilakukan pada usia 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2
(KN2) usia 3-7 Hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) pada usia 8-28 hari, dilakukan oleh Bidan dan atau
perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
Fasilitas Pelayanan meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Rumus Penghitungan:

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir
sesuai dengan standar pada kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua bayi baru lahir usia 0-28 hari
yang berkunjung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%

Penjelasan:

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak
berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter
Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UKBM.

Sasaran pelayanan kesehatan balita diberikan kepada balita yang memiliki Buku KIA (Mendaptkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar)

Pelayanan kesehatan tersebut, meliputi :

a) Penimbangan minimal 8 kali setahun

b) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun

c) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.

d) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Rumus Penghitungan:

Jumlah balita usia 0-59 Bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah semua balita usia 0 Hari-59 Bulan yang memiliki buku
KIA di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
100% 100%

[ Seksi Kesehatan Keluarga J

100% 100%

[ Seksi Kesehatan Keluarga J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

6 B.1.02.02.2.02.04

7 B.1.02.02.2.02.05

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Anak
Balita (Bawah Lima
Tahun) Kurus yang
Mendapatkan
Makanan Tambahan

Acute Flaccid
Paralysis (AFP) Rate
Lebih Dari Sama
Dengan 2 per
100.000 Penduduk
Usia Kurang Dari 15
Tahun

Definisi Operasional

Penjelasan:

Balita adalah anak dengan usia 0 - 59 bulan 29 hari

Balita Kurus adalah anak dengan usia 0 - 59 bulan 29 hari yang status gizinya berdasarkan indikator
BB/TB < -2 SD

Kriteria Makanan Tambahan adalah Makanan Tambahan Pabrikan dalam bentuk Biskuit yang diberikan
kepada Balita Kurus selama 90 hari makan

Rumus Penghitungan:

Jumlah anak balita kurus yang mendapat makanan tambahan di suatu wilayah dalam kurun waktu
tertentu dibagi Jumlah seluruh balita kurus di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan:

PD3I merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas/ditekan dengan pelaksanaan program
imunisasi, adapun penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3l) adalah Tuberkulosis,
Difteri, Pertusis, Tetanus, Campak, Polio dan Hepatitis B.

Kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan
yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan rudapaksa

Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio
liar atau kasus AFP yang diterapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu
AFP rate adalah jumlah kasus polio per 100.000 anak yang berusia kurang dari 15 tahun. penggunaan
indikator ini adalah untuk mengukur kinerja surveilans AFP di daerah berpenduduk besar yaitu dengan
jumlah populasi anak usia kurang 15 tahun =50.000 orang.

Surveilan AFP adekuat : bila tercapai penemuan kasus AFP dengan non polio afp rate minimal 2/100.000
anak usia < 15 tahun.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah
Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100.000

Target
2021

2022
96% 100%

Seksi Gizi, Promosi
Kesehatan dan PPSM

J

2 Rate

2 Rate

[

Seksi Surveilans

Epidemiologi, dan Imunisasi

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

8 B.1.02.02.2.02.05

9 B.1.02.02.2.02.06

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Anak Usia
Sekolah yang
Mendapatkan
Skrining Kesehatan
Sesuai Standar

Persentase
Penduduk Usia 15-59
Tahun yang
Diskrining Faktor
Risiko Penyakit Tidak
Menular (PTM)

Penjelasan:

Pelayanan Skrining Kesehatan anak usia sekolah adalah kegiatan skrining kesehatan yang diberikan
kepada setiap anak usia pendidikan dasar minimal satu kali pada kelas 1 sampai dengan kelas 9 di dalam
sekolah dan usia 7 s.d 15 tahun di luar sekolah yang dilakukan oleh Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta
sesuai standar meliputi : a) Penilaian Status Gizi b) Penilaian Tanda -tanda vital c) Penilaian kesehatan
gigi dan mulut d) Penilaian ketajaman indra dalam satu tahun ajaran.

Rumus Penghitungan:

Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 s.d 9) dalam sekolah dan usia 7 s.d 15 tahun di luar sekolah
yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dalam satu tahun ajaran di wilayah kerja dibagi
Jumlah Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 s.d 9) dalam sekolah dan usia 7 s.d 15 tahun di luar
sekolah dalam kurun waktu satu tahun ajaran dikali 100%

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak
Menular pada penduduk usia 15 - 59 tahun sesuai standar adalah pemeriksaan kesehatan mencakup:

1. Pengukuran tinggi badan

2. Pengukuran berat badan

3. Pengukuran lingkar perut

4. Pemeriksaan tekanan darah

5. Pemeriksaan gula darah sewaktu

6. Untuk wanita usia 30 - 50 tahun (atau yang sudah melakukan hubungan seksual) dilakukan deteksi dini

kanker leher rahim

Rumus Penghitungan:

Jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun dibagi jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu
satu tahun yang sama dikali 100%

Definisi Operasional

Target
2021 2022
100% 100%

[ Seksi Kesehatan Keluarga J

100% 100%

[

Seksi Penyakit Tidak Menular,
Keehatan Jiwa, dan NAPZA

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

10 B.1.02.02.2.02.08

11

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Layanan
Skrining Komplikasi
Organ Pada
Penderita Hipertensi

Persentase
Penduduk Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Target

Definisi Operasional

2021 2022

Penjelasan: 10% 20%
Setiap penderita hipertensi mendapatkan layanan skrining komplikasi pada organ meliputi:
a. Skrining kardiovaskular menggunakan CARTA (minimal 1 kali per tahun)

b. Pemeriksaan komplikasi organ (minimal 1 kali per tahun)

_____ [ Seksi Penyakit Tidak Menular, }

Rumus Penghitungan: Keehatan Jiwa, dan NAPZA
Jumlah penderita hipertensi yang mendapat layanan skrining komplikasi pada organ di Puskesmas
dibagi jumlah penderita hipertensi yang dilayani di Puskesmas dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Penjelasan: 100%
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:
1. Konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan

2. Pelayanan farmakologi

3. Edukasi

4. Melakukan rujukan jika diperlukan

_____ [ Seksi Penyakit Tidak Menular, }

100%

Rumus Penghitungan: Keehatan Jiwa, dan NAPZA
Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah dalam
kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita hipertensi yang dilayani di suatu wilayah dalam kurun
waktu tertentu dikali 100%




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

12 B.1.02.02.2.02.09

13

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Layanan
Skrining Komplikasi
Organ Pada
Penyandang
Diabetes Melitus

Persentase
Penduduk Penderita
Diabetes Melitus
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Definisi Operasional

Penjelasan:

Setiap Penyandang Diabetes Melitus (DM) mendapatkan layanan skrining komplikasi pada organ
meliputi:

a. Skrining kardiovaskular menggunakan CARTA (minimal 1 kali per tahun)

b. Pemeriksaan komplikasi organ (minimal 1 kali per tahun)

Rumus Penghitungan:

Jumlah Penyandang Diabetes Melitus yang mendapat layanan skrining komplikasi pada organ di
Puskesmas dibagi jumlah Penyandang Diabetes Melitus yang dilayani di Puskesmas dalam kurun waktu
tertentu dikali 100%

Penjelasan :

Setiap penyandang Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:
1. Konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan

2. Pelayanan farmakologi

3. Edukasi

4. Melakukan rujukan jika diperlukan

Rumus Penghitungan:

Jumlah penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penyandang Diabetes Melitus yang dilayani di suatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2022
20%

2021
10%

[

Seksi Penyakit Tidak Menular,
Keehatan Jiwa, dan NAPZA

]

100% 100%

[

Seksi Penyakit Tidak Menular,
Keehatan Jiwa, dan NAPZA

]




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

14 B.1.02.02.2.02.11

15

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
Terduga
Tuberkulosis

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Orang
Terduga Tuberkulosis
(TB) yang
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Jumlah RSUD/RSKD
yang
Menyelenggarakan
Pelayanan
Rujukan/Subrujukan
Tuberkulosis Resisten
Obat Sesuai Standar

Target
2021 2022

Penjelasan : 100% 100%
Orang terduga Tuberculosis (TB) merupakan individu yang mempunyai keluhan atau gejala klinis mendukung TB.

Gejala Orang terduga Tuberculosis (TB) diantaranya : Batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, batuk dapat

disertai dengan gejala tambahan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, bedan lemas, turunnya nafsu

makan, berat badan menurun, malaise, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih

satu bulan. Standar pelayanan Orang terduga Tuberculosis (TB) meliputi : 1. Pemeriksaan Klinis; 2. Pemeriksaan [

Definisi Operasional

Penunjang; dan 3. Edukasi.
Vektor, dan Zoonotik

Seksi Penyakit Menular, Tular }

Rumus Perhitungan :
Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

Penjelasan: 11 13
Tuberkulosis Resisten Obat adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh pasien TB yang resisten terhadap OAT (Obat Anti

Tuberkulosis) golongan Rifampicin dan Isoniazid. Layanan TB Resisten Obat adalah pelayanan kesehatan yang LD S RIAD
diberikan kepada seluruh orang dengan TB Resisten Obat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih sesuai
kewenangannya di Layanan TB resisten Obat dan memiliki ruangan pelayanan TB Resisten Obat sesuai standar
(memenuhi standar PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) Pelayanan yang diberikan ini adalah sesuai dengan
Pedoman Penanggulangan TB Resisten Obat yang berlaku antara lain:

1. Penegakan diagnosa TB dilakukan secara bakteriologis dengan menggunakan alat biomolekuler (Test Cepat
Molekuler) dan klinis yang mendukung serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. 2.Pengobatan
dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan Paduan OAT sesuai standar untuk TB Resisten Obat
Klasifikasi Layanan TB Resisten Obat adalah : 1. Layanan Rumah Sakit Rujukan TB Resisten Obat adalah Rumah Sakit
yang mampu memberikan layanan TB Resisten Obat mulai dari Penegakan diagnosis TB Resisten Obat, Layanan
Rawat Jalan, Layanan Rawat Inap, Laboratorium Untuk Kultur dan DST ) 2. Layanan Fasilitas Kesehatan TB Resisten [

Obat adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan layanan TB resisten Obat mulai dari penegakan Diagnosis TB
resisten Obat, Layanan Rawat Jalan. 3. Satelit TB reisten Obat adalah Layanan Kesehatan (Puskesmas ) yang mampu
memberikan layanan TB Reisten Obat dimana pasien tersebut merupakan pasien TB Resisten Obat yang
didesentralisasi dari Fasilitas kesehatan TB resisten Obat/RS Rujukan TB Resisten Obat

Seksi Penyakit Menular, Tular
Vektor, dan Zoonotik

Rumus Perhitungan: Jumlah kumulatif RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan/Subrujukan
Tuberkulosis Resisten Obat Sesuai Standar



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

16 B.1.02.02.2.02.12

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Orang
dengan Risiko HIV
yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Definisi Operasional

Penjelasan:

Orang dengan Risiko Infeksi HIV adalah Setiap Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien Infeksi Menular Seksual,
Penderita Hepatitis, Pekerja Seks, Lelaki Seks Lelaki, Pengguna NAPZA suntik (IDU), Transgender/Waria
warga Binaan Pemasyarakatan, dan warga rumah tahanan

Pelayanan Kesehatan sesuai Standar adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Orang dengan

Risiko terinfeksi HIV yang meliputi :

1) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV

2) Tersedia SDM

3) Promosi penyuluhan

4) Jejaring Kerja dan Kemitraan

5) Sosialiasasi

6) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan kepada orang yang beresiko
dimulai dengan Pemberian Informasi terkait HIV-AIDS. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV
dengan menggunakan alat tes dan tatalaksana sesuai standar nasional yang telah ditetapkan

7) Rujukan Kasus HIV untuk mendapatkan pengobatan: a) Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif
harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling
HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya, serta dapat dilakukan pemeriksaan
penunjang lain dan penanganan lebih lanjut jika dibutuhkan sesuai keadaan klinis, mengacu kepada
pedoman dan tatalaksana penanganan HIV AIDS; b) Orang dengan infeksi menular seksual (IMS),
Waria/Transgender, pengguna NAPZA ( IDU) dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan hasil
pemeriksaan HIV negatif dianjurkan melakukan pemeriksaan ulang/berkala sesuai ketentuan

8. Pencatatan dan Pelaporan secara berjenjang dan sesuai sistem yang berlaku di Nasional

9. Monitoring dan evaluasi, setidaknya dilakukan validasi data layanan minimal setiap 6 bulan (2
kali/tahun)

Rumus Penghitungan:

Jumlah Orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di
fasyankes dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di suatu
wilayah pada kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
100% 100%

[

Seksi Penyakit Menular, Tular
Vektor, dan Zoonotik

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

17 B.1.02.02.2.02.35

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pelaksanaan Persentase
Akreditasi Fasilitas Penyelenggaraan
Kesehatan di Pelayanan Kesehatan
Kabupaten/Kota Sesuai Standar di
Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat

Lanjut (FKRTL)

Definisi Operasional

Penjelasan:

FKTRL adalah : Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan,
dan rawat inap di ruang perawatan khusus

Standar : Pedoman yang harus diikuti dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di FKRTL antara
lain, Pemenuhan Persyaratan Perundang-undangan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Prosedur
Operasional, Standar Pelayanan Medis dan Standar Asuhan Keperawatan sebagaimana dinilai melalui
akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit adalah: Pengakuan terhadap RS yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa RS itu memenuhi standar
pelayanan RS yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan RS secara berkesinambungan

Rumus Penghitungan:

Jumlah Kriteria Akreditasi di FKRTL yang terpenuhi dibagi Jumlah Kriteria Akreditasi di FKRTL dikali 100%

Target
2021 2022
66,84% 67,91

[

Seksi Fasilitas Kesehatan
Rujukan dan Krisis Kesehatan

1




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

18 B.1.02.02.2.02.35

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indlka'_tor i Definisi Operasional e
Kegiatan 2021 2022
Pelaksanaan Persentase Penjelasan: 65% 75%
Akreditasi Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai standar adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sudah
Kesehatan di Pelayanan Kesehatan =~ memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, perizinan & registrasi dan
Kabupaten/Kota Sesuai Standar di penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang
Tingkat Pertama melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
(FKTP) diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, dalam kegiatan ini hanya
mencakup FKTP milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Seksi Fasilitas Layanan
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan [ Kesehatan Dasar, Tradisional, }
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat dan Komplementer

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas yang disebut dalam
kegiatan ini hanya mencakup Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.

Puskesmas dinilai telah memberikan pelayanan sesuai standar jika persentase pemenuhan standar
Puskesmas berdasarkan "Instrumen Pemantauan Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar" berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku minimal 70% atau standar Akreditasi
Puskesmas.

Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun
khusus, klinik pratama yang disebut dalam kegiatan ini hanya mencakup klinik pratama milik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Klinik Pratama dinilai telah memberikan pelayanan sesuai standar dengan merujuk pada peraturan
perundangan yang berlaku tentang Klinik Pratama atau Akreditasi Klinik Pratama

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kriteria Standar Pelayanan Kesehatan yang terpenuhi di FKTP dibagi Jumlah Kriteria Standar
Pelayanan Kesehatan di FKTP dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

19 B.1.02.02.2.02.35

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indlka'_tor i Definisi Operasional e
Kegiatan 2021 2022
Pelaksanaan Persentase indikator Penjelasan : 70% 85%
Akreditasi Fasilitas mutu nasional yang Indikator mutu nasional adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi secara nasional mutu
Kesehatan di mencapai target pelayanan kesehatan dengan menggunakan standar penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.
Kabupaten/Kota Sasaran penilaian Indikator mutu nasional meliputi Puskesmas dan RSUD/RSKD.

Indikator Mutu Nasional Puskesmas Meliputi :

1. Angka keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua kasus Sensitif Obat (SO)
2. Persentase Ibu Hamil yg Nendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

4. Kepatuhan Kebersihan Tangan

5. Kepuasan Pengguna layanan

6. Kepatuhan Penggunaan APD

Indikator Mutu Nasional RS Meliputi :

1.Kepatuhan identifikasi pasien

2.Waktu tanggap operasi sc emergensi < 30 menit

3.Waktu tunggu rawat jalan < 60 menit

4.Penundaan operasi elektif Seksi Standarisasi Mutu
5.Kepatuhan waktu visite DPJP Pelayanan Kesehatan
6.Pelaporan hasil kritis laboratorium

7.Kepatuhan penggunaan formularium nasional
8.Kepatuhan kebersihan tangan

9.Kepatuhan terhadap clinical pathway

10.Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh
11.Kepuasan pasien dan keluarga

12.Kecepatan waktu tanggap terhadap komplain
13.Kepatuhan terhadap penggunaan APD oleh petugas

Rumus Perhitungan :
Jumlah indikator mutu nasional yang mencapai taget dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah
indikator mutu nasional yang ada dikali 100%



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.02

No Kode Sub Kegiatan

20 B.1.02.02.2.02.35

21

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan

Sub Kegiatan Indikator Sub

Kegiatan
Pelaksanaan Persentase Tinjauan
Akreditasi Fasilitas Manajemen yang
Kesehatan di Ditindaklanjuti
Kabupaten/Kota
Persentase

SKPD/UKPD Urusan
Kesehatan yang
Tersertifikasi

Target
2021 2022
Penjelasan : 100% 100%

Tinjauan manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau sistem manajemen
mutu organisasi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas dan keselarasan dengan arah strategis organisasi
Sasaran pelaksanaan tinjauan manajemen meliputi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi UPT PPKP, Labkesda, AGD,
Puslatkesda dan Jamkesjak

Definisi Operasional

Seksi Standarisasi Mutu

Rumus Perhitungan : Pelayanan Kesehatan
Jumlah keluaran hasil Tinjauan Manajemen yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi Jumlah keluaran hasil tinjauan 4

manajemen yang harus ditindaklanjuti dalam satu tahun dikali 100%

Penjelasan: 90% 100%
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik (UU no. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). SKPD meliputi Sekretariat daerah, Dinas-Dinas, Badan-Badan, dan sebagainya. Dalam
Indikator output ini yang dimaksud SKPD adalah Dinas Kesehatan.

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah yang merupakan jajaran dari SKPD di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan
berjalan dengan baik. Dalam Indikator output ini yang dimaksud UKPD adalah Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi UPT PPKP, Labkesda, AGD, Puslatkesda dan Jamkesjak.

Sistem Manajemen Mutu adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu,
mencakup penetapan kebijakan mutu, sasaran mutu, perencanaan mutu, pemastian mutu dan perbaikan mutu (manual mutu).
Sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah
memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati (www.iied.org). Termasuk

sertifikasi yakni sertifikasi ISO dan akreditasi.
ISO adalah organisasi internasional independen yang fokus pada standarisasi dan terdiri dari badan-badan standarisasi nasional
berbagai negara (www.iso.org)

Seksi Standarisasi Mutu
Pelayanan Kesehatan

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri
setelah memenuhi standar akreditasi.

Rumus Penghitungan:

Jumlah SKPD, UKPD, dan UPT Urusan Kesehatan yang disertifikasi atau diresertifikasi dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan
jumlah SKPD, UKPD, dan UPT Urusan Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dikali 100%



Program dan Indikator Program Tahun 2021-2022

A.1.02.02/B Program Pemenuhan Persentase Layanan Penjelasan: 65% 2%
.1.02.02 Upaya Kesehatan Kesehatan yang Layanan Kesehatan yang dimaksud terdiri atas:

Perorangan Dan Memenuhi Standar (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah dan

Upaya Kesehatan swasta yaitu Puskesmas dan Klinik Pratama

Masyarakat (2) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FRTL) milik pemerintah

dan swasta yaitu RSUD, RSKD, RS Vertikal, RS TNI/Polri, RS Swasta
(3) Penyehat Tradisional (Hatra)

Standar yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Layanan Kesehatan yang dilakukan pengawasan adalah layanan
kesehatan yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan
Jajarannya

Rumus Penghitungan:

Jumlah Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah
Layanan Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan dikali 100%

Kegiatan

Sub Kegiatan



Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

A.1.02.02

Kode Kegiatan

A.1.02.02.1.01

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

Kegiatan

Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan,
Sarana, Prasarana
dan Alat
Kesehatan untuk
UKP Rujukan,
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi

Indikator
Kegiatan

Jumlah Kategori
Sarana dan
Prasarana Kerja
Kesehatan yang
Memenuhi
Standar

Definisi Operasional

Penjelasan :

Sarana dan Prasarana Kerja terdiri dari :

1. Obat dan Vaksin

2. Alat Kesehatan

3. Bahan Medis Habis Pakai

4. Bangunan/Fasilitas Fisik

(1) Obat dan Vaksin yang memenuhu standar adalah

a. Standar Ketersediaan Obat di Puskesmas adalah minimal 40 jenis obat esensial dan 5 jenis
vaksin di akhir tahun berjalan.

b. Standar Ketersediaan Obat di RSUD dan Fasilitas Kesehatan milik Pemprov lainnya adalah
Memiliki Minimal 75% Ketersediaan Jenis Obat Sesuai Formularium Nasional

c. Standar Ketersediaan Obat di Klinik dan Fasilitas Kesehatan Milik Pemprov lainnya adalah
sesuai standar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Alat Kesehatan

Standar Alat Kesehatan adalah persyaratan pemenuhan ketersediaan alat kesehatan selain
alat kesehatan habis pakai sesuai kebutuhan pada unit layanan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku
(3) Bahan Medis Habis Pakai

Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali
pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Standar mencakup bahan medis habis pakai yang memiliki kelengkapan izin edar, masa
daluarsa (exp date) , kemasan dan isi tidak rusak, memenuhi persyaratan penandaan sesuai
kemasan pada alat kesehatan, penyimpanan dengan metode FIFO (First In First Out) atau
FEFO (First Expired First Out).

(4) Bangunan/Fasilitas Fisik

Bangunan/ Fasilitas memenuhi standar adalah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) atau
dokumen sejenisnya

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
4 4
Kategori Kategori

Seksi Kefarmasian
Seksi Alat Kesehatan
Subbag Sarana dan
Prasarana



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.01

No Kode Sub Kegiatan

1 A.1.02.02.1.01.01

2 A.1.02.02.1.01.03

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

i Target
Sub Kegiatan Indlkattor <l Definisi Operasional
Kegiatan 2021 2022

Pembangunan Persentase Dokumen Penjelasan : 100% 100%
Rumah Sakit Beserta Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit meliputi Dokumen Detail Gambar Kerja, Kajian
Sarana dan Pembangunan kebutuhan pelayanan rumah sakit, Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik,
Prasarana Rumah Sakit Baru dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, Kajian kemampuan pembiayaan,
Pendukungnya yang Disusun Strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun kedepan dalam pemberian

pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren

masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. Dokumen dimaksud dapat terdiri dari Dokumen :

. . . . . . Subbagian Sarana dan
Studi kelayakan (Fesibility Study), Master Plan, Detail Engineering Design (DED), dan dokumen S ——

perencanaan lainnya yang diperlukan

Rumus Perhitungan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit yang Disusun dibagi
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit yang Dianggarkan dikali 100%

Pengembangan Jumlah Peningkatan Penjelasan: 1 1
Rumah Sakit Kelas dan/atau Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang RSUD/RSKD RSUD/RSKD
Perubahan Jenis dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan
RSUD/RSKD sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan

terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Klasifikasi RS
diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan

Rumah Sakit.
peningkatan kelas mencakup jenjang A,B,C, dan Perubahan Jenis mencakup perubahan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) atau sebaliknya. -

Seksi Fasilitas Kesehatan
""" ) Rujukan dan Krisis Kesehatan
Rumus Penghitungan:

Jumlah Kumulatif Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang mengalami Perubahan Jenis dan/atau
Peningkatan Kelas



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.02

A.1.02.02.1.01

No Kode Sub Kegiatan

3 A.1.02.02.1.01.04

4 A.1.02.02.1.01.09

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

i Target
Sub Kegiatan Indlkattor <l Definisi Operasional °
Kegiatan 2021 2022
Pengembangan Jumlah Penjelasan : 0 0
Fasilitas Kesehatan Kota/Kabupaten Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di Kab/Kota Kab/Kota
Lainnya yang Memiliki bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat
Minimal 1 (Satu) dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan

Laboratorium masyarakat

Ruang Lingkup Pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat antara lain:
Kesehatan 1. Lingkungan
Masyarakat 2. Makananan
3. Hygiene dan Sanitasi
Standar suatu Laboratorium Kesehatan Masyarakat salah satunya melalui Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
Akrediatsi Laboratirum Kesehatan adalah Pengakuan yang diberikan kepada Laboratorium Kesehatan yang
telah menerapkan standard pelayanan Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan. Tujuan akreditasi ini secara
umum adalah untuk Memacu labkes memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yg bermutu dan [ Seksi Fasilitas Kesehatan J

bertanggung jawab. Akreditasi Laboratorium Kesehatan dikelola oleh KALK (Komisi Akreditasi Laboratorium Rujukan dan Krisis Kesehatan
Kesehatan) suatu komite di bawah Kementerian Kesehatan RI

Rumus Penghitungan:
Jumlah Akumulasi Kota/Kabupaten yang Memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Rehabilitasi dan Jumlah RSUD/RSKD Penjelasan: 2 3
Pemeliharaan yang Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi merupakan satu lingkup istilah "Pembangungan" RSUD/RSKD RSUD/RSKD
Rumah Sakit Dibangun/Dikemban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018.

Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan
teknis (X-1), pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan
pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada,
dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi,

gkan/Direhabilitasi

restorasi).

RSUD/RSKD yang dimaksud adalah RSUD/RSKD Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

_____ Subbagian Sarana dan
Rumus Penghitungan: Prasarana

Jumlah RSUD/RSKD yang direncanakan (X-1) dan/atau dibangun/dikembangkan/direhabilitasi di suatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

e Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
A.1.02.02.1.01 Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

No Kode Sub Kegiatan

5 A.1.02.02.1.01.10

6 A.1.02.02.1.01.11

Sub Kegiatan

Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan

Pengadaan Sarana di
Fasilitas Layanan
Kesehatan

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Ketersediaan Alat
Kesehatan Selain Alat
Kesehatan Habis
Pakai di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Milik Pemerintah
Provinsi DKI yang
Memenuhi Standar
Kelas Layanan

Jumlah Ambulans
yang Dibeli

Target
Definisi Operasional

2021 2022

Penjelasan : 65% 70%
Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan Habis Pakai adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan

yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau

membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan Habis Pakai dimaksud adalah yang tersedia

pada setiap unit layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Standar adalah persyaratan pemenuhan ketersediaan alat kesehatan selain alat kesehatan habis pakai

sesuai kebutuhan pada unit layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Rumus Perhitungan :
Jumlah Alat Kesehatan yang memenuhi persyaratan ketersediaan kelas layanan selain Alat Kesehatan
Habis Pakai yang dimiliki dibagi jumlah Alat Kesehatan sesuai dengan standar kelas layanan dikali 100%

[ Seksi Alat Kesehatan J

Penjelasan: 1 2
Ambulans adalah Alat Transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan Unit Unit
peralatan medis sesuai dengan standar. Ambulan Darat adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk

pasien dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transpotasi darat yang telah memiliki izin

operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar. Ambulans Darat terdiri atas tipa

advanced (AGD, RSUD/RSKD Kelas A & B, dan RSUD Kelas C & D) dan tipe basic (Puskesmas Kecamatan).
Ambulans Udara adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk pasien dan mengevakuasi pasien

dengan menggunakan transpotasi udara yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan [

peralatan medis sesuai standar. Ambulans Air adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk pasien
dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transpotasi air yang telah memiliki izin operasi dan
dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.

Seksi Fasilitas Kesehatan
Rujukan dan Krisis Kesehatan

Rumus Penghitungan: Jumlah akumulasi Ambulans yang Dibeli



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

7

8

A.1.02.02

A.1.02.02.1.01

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.02.1.01.17

A.1.02.02.1.01.22

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi

Indikator Kegiatan : Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

Sub Kegiatan

Pemeliharaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Layanan
Kesehatan

Pengadaan Obat,
Vaksin, Makanan
dan Minuman serta
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Alat
Kesehatan selain Alat
Kesehatan Habis
Pakai di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
yang dipelihara
sesuai persyaratan

Persentase
Ketersediaan Obat di
Fasilitas Kesehatan
Milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
sesuai Standar

Penjelasan :

Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan
rutin berkala, perbaikan, kalibrasi, uji fungsi, uji kinerja berdasarkan pedoman pemeliharaan pada

Definisi Operasional

manual book masing masing alat kesehatan.

Persyaratan adalah alat Kesehatan selain alat kesehatan habis pakai yang digunakan pada unit layanan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dikalibrasi secara berkala
dan tepat waktu oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang, dan telah dilakukan
pengujian meliputi uji fungsi, uji kesesuaian, pemeliharaan rutin berkala dan perbaikan.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan Habis Pakai yang dilakukan pemeliharaan dibagi jumlah
seluruh Alat Kesehatan selain Alat Kesehatan yang dimiliki dikali 100%

Penjelasan:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Puskesmas, RSUD, dan UPT
milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Standar Ketersediaan Obat di Puskesmas adalah minimal 40 jenis obat esensial dan 5 jenis vaksin di

akhir tahun berjalan.

Standar Ketersediaan Obat di RSUD dan Fasilitas Kesehatan milik Pemprov lainnya adalah Memiliki
Minimal 75% Ketersediaan Jenis Obat Sesuai Formularium Nasional

Standar Ketersediaan Obat di Klinik dan Fasilitas Kesehatan Milik Pemprov lainnya adalah sesuai standar
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Jenis Obat yang memiliki ketersediaan sesuai standar dibagi jumlah Jenis Obat sesuai standar

dikali 100%

Target
2021 2022
70% 75%

[ Seksi Alat Kesehatan J

97% 98%

[ Seksi Kefarmasian J




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.02

Kode Kegiatan

B.1.02.02.2.01

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

Kegiatan Indikator
Kegiatan

Penyediaan Jumlah Kategori
Fasilitas Sarana dan
Pelayanan Prasarana Kerja
Kesehatan untuk Kesehatan yang
UKM dan UKP Memenuhi
Kewenangan Standar
Daerah
Kabupaten/Kota

Definisi Operasional

Penjelasan :

Sarana dan Prasarana Kerja terdiri dari :

1. Obat dan Vaksin

2. Alat Kesehatan

3. Bahan Medis Habis Pakai

4. Bangunan/Fasilitas Fisik

(1) Obat dan Vaksin yang memenuhu standar adalah

a. Standar Ketersediaan Obat di Puskesmas adalah minimal 40 jenis obat esensial dan 5 jenis
vaksin di akhir tahun berjalan.

b. Standar Ketersediaan Obat di RSUD dan Fasilitas Kesehatan milik Pemprov lainnya adalah
Memiliki Minimal 75% Ketersediaan Jenis Obat Sesuai Formularium Nasional

c. Standar Ketersediaan Obat di Klinik dan Fasilitas Kesehatan Milik Pemprov lainnya adalah
sesuai standar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Alat Kesehatan

Standar Alat Kesehatan adalah persyaratan pemenuhan ketersediaan alat kesehatan selain
alat kesehatan habis pakai sesuai kebutuhan pada unit layanan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku
(3) Bahan Medis Habis Pakai

Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali
pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Standar mencakup bahan medis habis pakai yang memiliki kelengkapan izin edar, masa
daluarsa (exp date) , kemasan dan isi tidak rusak, memenuhi persyaratan penandaan sesuai
kemasan pada alat kesehatan, penyimpanan dengan metode FIFO (First In First Out) atau
FEFO (First Expired First Out).

(4) Bangunan/Fasilitas Fisik

Bangunan/ Fasilitas memenuhi standar adalah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) atau
dokumen sejenisnya

Rumus Perhitungan :

Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
4 4
Kategori Kategori

Seksi Kefarmasian
Seksi Alat Kesehatan
Subbag Sarana dan
Prasarana



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.02

B.1.02.02.2.01

No Kode Sub Kegiatan

1 B.1.02.02.2.01.02

2 B.1.02.02.2.01.17

Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar

Sub Kegiatan

Pembangunan
Puskesmas

Pengadaan Bahan
Habis Pakai

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Puskesmas
yang
Dibangun/Dikemban
gkan/Direhabilitasi

Persentase
Ketersediaan Bahan
Medis Habis Pakai di
Fasilitas Pelayanaan
Kesehatan milik
Pemprov DKI Jakarta
yang memenubhi
persyaratan

Penjelasan :

Kegiatan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi merupakan satu lingkup istilah "Pembangungan"
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018.
Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap
perencanaan teknis (X-1), pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi
(MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan
bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum
selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi). Puskesmas yang dimaksud adalah
Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan

Rumus Penghitungan:

Jumlah puskesmas yang direncanakan (X-1) dan/atau dibangun/dikembangkan/direhabilitasi di suatu
wilayah dalam satu tahun anggaran.

Penjelasan:

Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single
use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Persyaratan mencakup bahan medis habis pakai yang memiliki kelengkapan izin edar, masa daluarsa
(exp date), kemasan dan isi tidak rusak, memenuhi persyaratan penandaan sesuai kemasan pada alat
kesehatan, penyimpanan dengan metode FIFO (First In First Out) atau FEFO (First Expired First Out).

Rumus Penghitungan:

Jumlah Bahan Medis Habis Pakai yang memenuhi persyaratan dibagi jumlah seluruh Bahan Medis Habis
Pakai yang tersedia dikali 100%

Definisi Operasional

Target
2021 2022
12 22
Puskesmas Puskesmas

Subbagian Sarana dan
Prasarana

50% 55%

[ Seksi Alat Kesehatan J




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

R Indikator Program : Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar
No Kode Kegiatan Kegiatan Indikator Definisi Operasional Target
Kegiatan 2021 2022
1 A.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Persentase Penjelasan : 90% 100%
Sistem Informasi Penerapan Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi adalah sistem informasi
Kesehatan secara  Sistem SKPD/UKPD Bidang kesehatan yang terhubung dengan sistem Informasi
Terintegrasi Informasi Dinas Kesehatan yang menyediakan mekanisme saling hubung antar
Kesehatan subsistem informasi baik dalam bentuk data, modul atau aplikasi dengan
Terintegrasi berbagai cara yang sesuai seperti melalui input manual maupun

menggunakan API (Application Programming Interface).

Rumus Perhitungan :

Jumlah data/modul/aplikasi yang terhubung dengan sistem informasi Dinas
Kesehatan dibagi Jumlah data/modul/aplikasi yang telah ditetapkan Dinas
Kesehatan untuk diintegrasikan dikali 100%

Seksi Data dan Informasi

Sub Kegiatan



A.1.02.02.1.03.02

Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan

Jumlah Laporan
Pemanfaatan Sistem
Informasi Kesehatan

Penjelasan :

Sistem Informasi Kesehatan merupakan sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua
tingkat pemerintahan secara sistematis untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan merupakan bentuk penyajian data dan fakta secara
tertulis yang menggambarkan informasi terkait penggunaan/penerapan Sistem Informasi dalam
mendukung pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan,
memantau perkembangan dan meningkatkannya serta pemberdayaan individu dan komunitas dengan
cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan
Rumus Perhitungan :

Jumlah Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan yang Disusun

Laporan Laporan




A.1.02.03/B Program Peningkatan Persentase Sumber Penjelasan: 97% 97%
.1.02.03 Kapasitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terdiri atas tenaga kesehatan

Daya Manusia Kesehatan (SDMK)  dan tenaga penunjang yang berkerja di Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Kesehatan yang Kompeten Jakarta dan jajaran.

Tenaga kesehatan yang kompeten adalah tenaga kesehatan dengan
kompetensi terstandar yang dibuktikan dengan memimiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) yang masih aktif.

Tenaga penunjang yang kompeten adalah tenaga selain tenaga
kesehatan yang memenuhi standar rumpun jabatan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Rumus Penghitungan:

(Jumlah persentase tenaga kesehatan yang kompeten dan persentase
tenaga penunjang yang kompeten) dibagi 2




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

A.1.02.03

Kode Kegiatan

A.1.02.03.1.02

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator Program : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten

Kegiatan

Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi

Indikator
Kegiatan

Persentase
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(SDMK) yang
Ditingkatkan
Kompetensinya

Definisi Operasional

Penjelasan:

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuktenaga
kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat
dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen
kesehatan.

Kegiatan peningkatan kompetensi atau pengembangan yang dimaksud meliputi
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang dimaksud adalah penugasan
pendidikan mellaui tugas belajar baik tugas belajar daerah atau tugas belajar
pusat dan termasuk ijin belajar. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa
pelatihan manajemen kesehatan, pelatihan teknis kesehatan dan pelatihan
fungsional kesehatan. Pelatihan dapat diselenggarakan dalam beberapa
metode misal pelatihan tatap muka, seminar, coaching, praktek lapangan dan
sebagainya.

Standar peningkatan kompetensi adalah minimal 20 jam per tahun
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Rumus Penghitungan:

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya
Sesuai Standar Di Suatu Wilayah Dalam Kurun Waktu Tertentu dibagi Jumlah
Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Suatu Wilayah Dalam Kurun Waktu
Tertentu dibagi 100%

Sub Kegiatan

Target
2021
55%

2022
65%

Seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.1.02.03

A.1.02.03.1.02

No Kode Sub Kegiatan

1 A.1.02.03.1.02.01

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator Program : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten

Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya

Sub Kegiatan

Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Sumber
Daya Manusia
Kesehatan (SDMK)
yang Ditingkatkan
Kompetensinya

Definisi Operasional

Penjelasan:

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang
kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (PMK 33 Tahun 2015). SDMK terdiri dari
Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang (Perpres 72 Tahun 2012)

Kegiatan peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pelatihan. Pelatihan tersebut terdiri dari
pelatihan klasikal dan non klasikal. Pelatihan klasikal meliputi pelatihan struktural kepemimpinan,
manajerial, teknis, fungsional, social kultural, seminar/konferensi/sarasehan, kursus,
workshop/lokakarya, penataran, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Sedangkan pelatihan non klasikal
meliputi coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, detasering, pembelajaran alam terbuka,
benchmarking, pertukaran pegawai, belajar mandiri, komunitas belajar, dan magang/praktik kerja. Jenis
peningkatan kompetensi dan konversi Jam Pelajaran (JPL) dalam peningkatan kompetensi mengacu
pada Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018.

Fasyankes yang dilakukan perhitungan dalam peningkatan kompetensi meliputi Dinas Kesehatan,
Jajaran Dinas Kesehatan (Sudinkes, RSUD/RSKD, Puskesmas, dan UPT) SDMK yang dilakukan
perhitungan disini adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang dengan seluruh status kepegawaian
kecuali outsourching. Pelatihan yang dimasukkan perhitungan mencakup seluruh peningkatan
kompetensi berapa pun JPL nya. Ketentuan perhitungan peningkatan kompetensi bagi RS Pusat dan
Swasta mengadopsi ketentuan perhitungan peningkatan kompetensi bagi Dinas Kesehatan dan
Jajarannya.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Dibagi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dikali 100%

Target
2021 2022
55% 65%

[

Seksi Sumberdaya Manusia
Kesehatan

J




A.1.02.03.1.02.02

Pembinaan dan
Pengawasan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

Penurunan
Persentase Kasus
Disiplin Pegawai

Penjelasan: 3,02% 3,00%
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam
peraturan yang berlaku.

Kasus yang ditangani adalah kasus yang telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan kewenangan Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta _

Rumus Penghitungan:
Jumlah kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibagi Jumlah Seluruh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di SKPD/UKPD dikali 100%




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.03

Kode Kegiatan

B.1.02.03.2.02

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator Program : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten

Kegiatan

Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia
Kesehatan untuk
UKP dan UKM di
Wilayah
Kabupaten/Kota

Indikator
Kegiatan

Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
(SDMK)

Definisi Operasional Target
2021 2022

Penjelasan: 86% 87%
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah SDM Tenaga Kesehatan
dan Non-Kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan dan jajaran
sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Kecukupan SDM yang dimaksud
merupakan upaya pemenuhan standar dan spesifikasi SDM pada suatu
SKPD/UKPD sebagaimana hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
(ABK).

Rumus Penghitungan:

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Sesuai Hasil Analisa Jabatan (Anjab)
dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang Terpenuhi dibagi Jumlah Sumber Daya
Manusia (SDM) Sesuai Hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja
(ABK) dikali 100%

Subbagian Kepegawaian

Sub Kegiatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

B.1.02.03

B.1.02.03.2.02

No Kode Sub Kegiatan

1 B.1.02.03.2.02.02

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator Program : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten

Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Sub Kegiatan

Pemenuhan
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan sesuai
Standar

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Ketersediaan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Definisi Operasional

Penjelasan:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan).

Fasyankes yang dimaksud terdiri dari Fasyankes Jajaran Dinas Kesehatan (RSUD/RSKD, Puskesmas Kecamatan, dan UPT) serta
Fasyankes di Luar Jajaran Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Pusat dan Swasta). Puskesmas Kelurahan tidak dilakukan perhitungan
karena merupakan satuan pelayanan dari Puskesmas Kecamatan (Pergub 386 Tahun 2016). Untuk rumah sakit tidak mencakup
rumah sakit lapangan untuk Covid-19

Ketentuan standar SDMK yang dimaksud mengacu pada standar yang telah ditetapkan untuk setiap jenis fasyankes. Ketentuan
standar SDMK untuk Puskesmas mengacu pada PMK 43 Tahun 2019, ketentuan standar SDMK untuk RSUD/RSKD dan UPT
mengacu pada ABK, dan ketentuan standar SDMK untuk Rumah Sakit Pusat dan Swasta mengacu pada PMK 03 Tahun 2020. Jenis
tenaga berdasarkan standar ketenagaan minimal di Puskesmas mengacu pada PMK 43 Tahun 2019 meliputi dokter, dokter gigi,
perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan atau
tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga administrasi keuangan,
tenaga ketatausahaan, dan pekarya. ABK untuk RSUD/RSKD dan UPT terdiri dari ABK JFT dan JFU berdasarkan hasil perhitungan
perencanaan kebutuhan SDMK (Renbut). Dalam penentuan standar SDMK untuk Rumah Sakit Pusat dan Swasta berdasarkan
PMK 03 Tahun 2020, jenis SDMK yang harus ada di rumah sakit berdasarkan kategori/jenis rumah sakit.

Rumus Penghitungan:

A. Persentase Ketersediaan SDMK di Puskesmas sesuai standar : (Jumlah dari jenis tenaga wajib yang harus ada di Puskesmas dan
memenuhi standar jumlah SDMK dibagi 13) dikali 100% . Terkait jumlah dari jenis tenaga wajib, jika terdapat jenis tenaga yang
tidak memenuhi standar minimal jumlah SDMK yang harus ada di Puskesmas atau tidak memiliki jenis tenaga tersebut maka
dihitung nol. Jadi yang dihitung adalah jumlah dari jenis tenaga dan bukan jumlah eksisting tenaganya.

B. Persentase Ketersediaan SDMK di RSUD/RSKD dan UPT sesuai standar : (Total SDMK dibagi Total ABK) dikali 100%. Total ABK =
Total ABK JFT + Total ABK JFU

C. Persentase Ketersediaan SDMK di Rumah Sakit Pusat dan Swasta sesuai standar : (Jumlah dari jenis SDMK wajib yang harus
ada di RS dibagi jumlah jenis SDMK yang seharusnya ada di RS) dikali 100%

D. Persentase Ketersediaan SDMK di Sudinkes dan Dinas Kesehatan sesuai standar : (Persentase Ketersediaan SDMK di
Puskesmas sesuai standar + Persentase Ketersediaan SDMK di RSUD/RSKD dan UPT sesuai standar + Persentase Ketersediaan
SDMK di Rumah Sakit Pusat dan Swasta sesuai standar) dibagi 3.

Target
2021 2022
75% 80%

Seksi Sumberdaya Manusia
Kesehatan




B.1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Persentase Penjelasan: 86% 87%
Kebutuhan Sumber Kecukupan Sumber Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah SDM Tenaga Kesehatan dan Non-Kesehatan yang
Daya Manusia Daya Manusia di bertugas di Dinas Kesehatan dan jajaran sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Kecukupan SDM yang
Kesehatan sesuai SKPD/UKPD Urusan dimaksud merupakan upaya pemenuhan standar dan spesifikasi SDM pada suatu SKPD/UKPD

Standar Kesehatan sebagaimana hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK).

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Sesuai Hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK)
yang Terpenuhi dibagi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Sesuai Hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan
Analisa Beban Kerja (ABK) dikali 100%




A.1.02.04/B Program Sediaan Persentase Sarana
.1.02.04 Farmasi, Alat Kefarmasian yang
Kesehatan dan Memenuhi Standar

Makanan Minuman

Penjelasan:

Sarana Kefamasian yang dimaksud terdiri atas:
(1) Apotek

(2) Toko Obat berizin

(3) Industri Rumah Tangga Pangan

(4) Usaha Mikro Obat Tradisional

Standar yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Layanan Kesehatan yang dilakukan pengawasan adalah layanan
kesehatan yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan
Jajarannya

Rumus Penghitungan:

Jumlah Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar dibagi Jumlah
Sarana Kefarmasian yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan dikali
100%

35% 40%




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.04

Kode Kegiatan

B.1.02.04.2.01

Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Indikator Program : Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar

Kegiatan

Pemberian Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOQOT)

Indikator
Kegiatan

Persentase Izin
Apotek,Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, UMOT
yang Dilakukan
Tindak Lanjut
Pengawasan

Definisi Operasional Target
2021 2022

Penjelasan: 100% 100%
Sarana Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian,

penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada

masyarakat yang telah berizin

Toko Obat adalah suatu tempat yang memiliki izin untuk menyimpan obat

bebas dan bebas terbatas untuk dijual secara eceran NPT
Usaha Mikro Obat Tradisional adalah usaha berizin yang hanya membuat

sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel,pilis,cairan obat luar dan

rajangan

Rumus Penghitungan:

Jumlah Sarana Apotek,toko obat, UMOT yang diterbitkan surat hasil

pengawasan (surat peringatan atau surat keterangan memenuhi syarat) di

suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Sarana Apotek,toko

obat, UMOT yang dilakukan pengawasan suatu wilayah dalam kurun waktu

tertentu dikali 100%

Sub Kegiatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

2

B.1.02.04

B.1.02.04.2.01

Kode Sub Kegiatan

B.1.02.04.2.01.01

B.1.02.04.2.03.01

Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Indikator Program : Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar

Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Indikator Kegiatan : Persentase Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang Dilakukan Tindak Lanjut

Pengawasan
Sub Kegiatan

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perizinan Apotek,
Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional
(UmMOT)

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Sertifikat Produksi
Pangan Industri
Rumah Tangga dan
Nomor-P-IRT
sebagai lzin
Produksi, untuk
Produk Makanan
dan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Sarana
Apotek,Toko Obat,
dan Usaha Mikro
Obat Tradisional
(UMOT) berizin yang
Dilakukan
Pengawasan

Persentase Industri
Rumah Tangga
Pangan (IRTP) Berizin
yang Dilakukan
Pengawasan

Target
Definisi Operasional

2021 2022
Penjelasan: 40% 45%
Sarana Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi,
dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang telah berizin
Toko Obat adalah suatu tempat yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan bebas terbatas
untuk dijual secara eceran
Usaha Mikro Obat Tradisional adalah usaha berizin yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam [ : :

- . ) Seksi Kefarmasian

bentuk param, tapel,pilis,cairan obat luar dan rajangan
Rumus Penghitungan:
Jumlah Sarana Apotek,toko obat, UMOT yang dilakukan pengawasan di suatu wilayah dalam kurun
waktu tertentu dibagi Jumlah Sarana Apotek, toko obat, UMOT Terdaftar di suatu wilayah dalam kurun
waktu tertentu dikali 100%
Penjelasan: 30% 40%
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berizin adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di
tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memiliki izin.
Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
Pemeriksaan adalah pengujian cepat menggunakan tes kit sederhana terhadap produk industri rumah
tangga (PIRT) untuk memastikan PIRT tidak mengandung salah satu bahan tambahan pangan berbahaya
(formalin, borax, methanil yellow, rhodamin B).
Pemeriksaan minimal sekali setahun [ . .
_____ Seksi Kefarmasian

Rumus Penghitungan:
Jumlah IRTP berizin yang dilakukan pemeriksaandi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi
Jumlah IRTP berizin di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%



Program dan Indikator Program Tahun 2021-2022

A.1.02.04/B Program Sediaan Persentase Produk Penjelasan : 50% 55%
1.02.04 Farmasi, Alat Alat Kesehatan dan Sarana Alat Kesehatan dan PKRT yang dimaksud terdiri atas :
Kesehatan dan PKRT yang (1) Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alkes dan/atau PKRT
Makanan Minuman memenuhi (2) Toko Alat Kesehatan
persyaratan aman, (3) Cabang Distribusi Alat Kesehatan
mutu, dan
bermanfaat Produk Alat Kesehatan dan PKRT aman, mutu dan bermanfaat yang
dimaksud adalah produk yang dihasilkan dan/atau didistribusikan dari
sarana alat kesehatan dan/atau PKRT yang memenuhi ketentuan sesuai _

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Rumus Perhitungan :

Jumlah sarana alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 Tertentu yang memenuhi persyaratan dibagi dengan
sarana yang dilakukan tindak lanjut pengawasan dikali 100%

Kegiatan

Sub Kegiatan



Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

A.1.02.04

Kode Kegiatan

A.1.02.04.1.02

Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Indikator Program : Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan bermanfaat

Kegiatan

Penerbitan
Pengakuan
Pedagang Besar
Farmasi (PBF)
Cabang dan
Cabang Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK)

Indikator
Kegiatan

Persentase
Sarana
Distribusi dan
Cabang
Distribusi Alat
Kesehatan yang
Memenuhi
Persyaratan
Cara Distribusi
Alat Kesehatan
yang Baik

Definisi Operasional Target
2021

20%

2022

Penjelasan : 25%
Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik yang selanjutnya disebut CDAKB
adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan
pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk Alat
Kesehatan yang disalurkan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sesuai tujuan penggunaannya.

Sarana distribusi alat kesehatan adalah perusahaan berbentuk badan hukum
yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan
dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sarana Cabang Distribusi adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang
telah memiliki pengakuan

untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat
kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

Sasaran Sarana Distribusi dan Cabang Distribusi adalah Penyedia alat
kesehatan pada RSUD dan Puskesmas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
dilakukan monitoring

Rumus Perhitungan :

Jumlah Sarana Distribusi dan Cabang Distribusi yang menerapkan CDAKB
sebagai penyedia alat kesehatan di RSUD dan Puskesmas dibagi Seluruh
jumlah sarana Distribusi dan Cabang Distribusi sebagai penyedia alat
kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang dilakukan monitoring dikali 100%

Seksi Alat Kesehatan

Sub Kegiatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

A.1.02.04

A.1.02.04.1.02

Kode Sub Kegiatan

A.1.02.04.1.01.01

Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Indikator Program : Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan bermanfaat

Kegiatan : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
Indikator Kegiatan : Persentase Sarana Distribusi dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Cara Distribusi
Alat Kesehatan yang Baik

Sub Kegiatan

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Penerbitan
Pengakuan PBF
Cabang dan Cabang
PAK

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Sarana
Distribusi dan
Cabang Distribusi
Alat Kesehatan yang
Dilakukan
Pengawasan

Target
Definisi Operasional
2021

Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik yang selanjutnya disebut CDAKB adalah pedoman yang
digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin
agar produk Alat Kesehatan yang disalurkan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai
tujuan penggunaannya.

Sarana distribusi alat kesehatan adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk
pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan

perundangundangan.

Sarana Cabang Distribusi adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan

2022
Penjelasan : 20% 25%

untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar

sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. [ Seksi Alat Kesehatan

Sarana Distribusi dan Cabang Distribusi adalah Penyedia alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Rumus Perhitungan :

Jumlah Sarana Distribusi dan Cabang Distribusi yang menerapkan CDAKB sebagai penyedia alat
kesehatan di RSUD dan Puskesmas yang yang dilakukan pengawasan dibagi Seluruh jumlah Sarana
Distribusi dan Cabang Distribusi sebagai penyedia alat kesehatan di RSUD dan Puskesmas dikali 100%



Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.04

Kode Kegiatan

B.1.02.04.2.02

Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Indikator Program : Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan bermanfaat

Kegiatan

Pemberian
Sertifikat Produksi
untuk Sarana
Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1
tertentu dan
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga

Indikator
Kegiatan

Persentase
Sarana
Perusahaan
Rumah Tangga
Alat kesehatan
dan/atau
Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
(PKRT) Tertentu
yang Memenubhi
Persyaratan

Definisi Operasional Target
2021

30%

2022

Penjelasan : 35%
Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Perusahaan yang memproduksi

alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan

fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien,

pekerja, dan lingkungan.

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
yang selanjutnya disingkat PKRT

adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan
kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan, rumah
tangga dan tempat-tempat umum.

Memenuhi Persyaratan adalah Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu yang ditetapkan
berdasarkan kriteria sebagai berikut:

memiliki izin, produk yang menggunakan peralatan manual sampai semi
otomatis dalam proses produksinya, produk yang berisiko rendah bagi
pengguna, produk non-invasif, produk non-steril; produk non-elektrik; produk
tidak mengandung antiseptik dan desinfektan; dan proses produksi tidak perlu
penanganan limbah.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Perusahaan Rumah Tangga Alat kesehatan dan/atau Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Tertentu yang memenuhi persyaratan dibagi
seluruh PRT Alat Kesehatan dan/atau PKRT tertentu dikali 100%

Seksi Alat Kesehatan

Sub Kegiatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.04

B.1.02.04.2.02

Kode Sub Kegiatan

B.1.02.04.2.02.02

Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Indikator Program : Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan aman, mutu, dan bermanfaat

Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Indikator Kegiatan : Persentase Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) Tertentu yang Memenuhi Persyaratan

Sub Kegiatan

Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut
Pengawasan
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan Rumah
Tangga

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Sarana
Perusahaan Rumah
Tangga Alat
kesehatan dan/atau
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
Tertentu yang
Dilakukan
Pengawasan

Penjelasan :

Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan/atau
perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan

Definisi Operasional

bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan.

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat

PKRT

adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk
manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Perusahaan Rumah Tangga Alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) di suatu wilayah tertentu yang dilakukan pengawasan dibagi seluruh PRT Alat Kesehatan

dan/atau PKRT di suatu wilayah tertentu dikali 100%

Target
2021 2022
55% 65%

[ Seksi Alat Kesehatan }




Program dan Indikator Program Tahun 2021-2022

No Kode Program
Program

1 B.1.02.05 Program
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

Indikator Program

Proporsi Upaya
Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
Aktif

Definisi Operasional

Penjelasan:

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat adalah salah satu wujud nyata peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan. UKBM yang dimaksud adalah Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu),
Saka Bakti Husada (SBH) dan UKBM lain yang berperan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat.

Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka
Kematian Ibu dan Bayi. Standar sasaran posyandu adalah satu posyandu untuk 100
balita.

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu
wilayah tertentu yang sudah disepakati dan digerakkan oleh masyarakat. Standar
sasaran posyandu lansia adalah minimal satu posyandu lansia di satu kelurahan.

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan UKBM
yang bersifat promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor
risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Standar
sasaran poshindu adalah minimal satu posbindu di satu kelurahan.

Saka Bakti Husada (SBH) merupakan bentuk partisipasi generasi muda khususnya
pramuka dalam bidang kesehatan. Standar SBH adalah minimal 1 di tiap ranting
kecamatan.

UKBM lain terdiri atas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Tanaman Obat Keluarga
(TOGA), Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu), Pos Gizi, Pos Usaha Kesehatan Kerja (Pos
UKK).

UKBM Aktif adalah UKBM yang aktif dan rutin melakukan kegiatan di suatu wilayah
tertentu dan melaporkan hasil kegiatannya setiap tahun secara berjenjang.

Rumus Penghitungan:

Jumlah UKBM yang aktif melakukan kegiatan di suatu wilayah dalam kurun waktu
tertentu dibagi Jumlah sasaran UKBM (atau jumlah yang ada saat ini jika jumlah sasaran
telah tercukupi) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Kegiatan

Sub Kegiatan

Target
2021
47%

2022
50%

PPSM

[ Seksi Gizi, Promkes, dan

1




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.05

Kode Kegiatan

B.1.02.05.2.01

Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Indikator Program : Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif

Kegiatan

Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator
Kegiatan

Jumlah
Kegiatan
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor

Definisi Operasional

Penjelasan :

Kegiatan Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya
guna untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu,
keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pebingkatan
kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi, kemitraan dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pemecahan masalah
melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, dengan mengutamakan
pendekatan promotif dan preventif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan
sosial budaya setempat.

Rumus Perhitungan : Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
1 1
Kegiatan Kegiatan

Seksi Gizi, Promosi
Kesehatan dan PPSM



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.05

B.1.02.05.2.01

Kode Sub Kegiatan

B.1.02.05.2.01.01

Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Indikator Program : Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif

Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

Sub Kegiatan

Peningkatan Upaya

Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan

Masyarakat

Indikator Sub
Kegiatan

Proporsi Keluarga
dengan Indeks
Keluarga Sehat (IKS)
Berkategori Sehat

Persentase
Permasalahan
Kesehatan yang
Diintervensi oleh Tim
PIS-PK Ketuk Pintu
Layani Dengan Hati
(KPLDH)

Definisi Operasional

Penjelasan:

Keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Untuk
menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaaan
Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga, antara
lain yaitu 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi
mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan
pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga
tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses
sarana air bersih; 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan
penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga.

Penghitungan Indeks Keluarga Sehat dengan Aplikasi KS

Penghitungan skor Indeks Keluarga Sehat: IKS tidak sehat: 0-0,49 IKS Pra sehat: 0,50-0,80 IKS Sehat: > 0,80

Rumus Penghitungan:

Jumlah keluarga dengan IKS Berkategori Sehat dibagi Jumlah Keluarga yang Sudah Terdata melalui Program Keluarga Sehat dikali
100%

Penjelasan:

PIS-PK adalah pelaksanaan program yang dilakukan dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui Upaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ketuk Pintu Layani Dengan Hati yang selanjutnya disingkat KPLDH adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan
upaya promotif dan preventif yang diawali dengan pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sampai dengan pemenuhan
hak-hak kesehatan dasarnya, pemantauan status kesehatan keluarga hingga evaluasi hasilnya, termasuk kewajiban keluarga
menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun Tim yang melaksanakannya disebut Tim PIS PK-KPLDH

Masalah kesehatan individu atau keluarga adalah berbagai keluhan fisik dan psikologis serta sosial yang dirasakan oleh individu
atau keluarganya yang memerlukan penanganan kesehatan yang bersifat individu atau keluarga.

Masalah kesehatan komunitas adalah berbagai keluhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu komunitas
tertentu dan didukung oleh data dan fakta yang ada serta berisiko terjadinya masalah kesehatan yang berdampak pada
komunitas.

Tindakan/Intervensi yang dilakukan adalah intervensi awal sesuai dengan permasalahan yang ditemukan saat kunjungan bila
individu segera diintervensi dan permasalahan komunitas yang diselesaikan bersama program lain, dan sektor lain

Rumus Penghitungan:

Jumlah Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi (UKP dan UKM Primer) oleh Tim KPLDH dibagi Jumlah Permasalahan
Kesehatan yang Ditemukan oleh Tim KPLDH dikali 100%

2021

Target

42% 44%

Seksi Fasilitas Layanan

Kesehatan Dasar, Tradisional,

dan Komplementer

60% 70%

Seksi Fasilitas Layanan

Kesehatan Dasar, Tradisional,

dan Komplementer

2022



Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

No

1

B.1.02.05

Kode Kegiatan

B.1.02.05.2.03

Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Indikator Program : Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif

Kegiatan

Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat
(UKBM) Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator
Kegiatan

Persentase
Upaya
Kesehatan
Bersumber
Daya
Masyarakat
(UKBM) yang
Dibina

Definisi Operasional

Penjelasan :

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang
dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan
bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan
pemangku kepentingan terkait lainnya. UKBM yang dimaksud adalah Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren
(Poskestren), Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Kelompok Pendukung Ibu (KP
Ibu), Pos Gizi, Pos Usaha Kesehatan Kerja (Pos UKK) dan UKBM Lainnya.
Upaya Pembinaan Pengembangan UKBM yang dimaksud merupakan suatu
usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya optimalisasi peran
UKBM dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara berdaya
guna dan berhasil guna. Kegiatan pembinaan UKBM dilakukan meliputi tiga
aspek pembinaan : a. Aspek Program, b. Aspek Kelembagaan, dan c. Aspek
Personil.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina di
Suatu Wilayah Tertentu dibagi Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) di Suatu Wilayah Tertentu dikali 100%

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
100% 100%

Seksi Gizi, Promosi
Kesehatan dan PPSM



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

B.1.02.05 : . : .
Indikator Program : Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif
Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
B.1.02.05.2.03 ) . _ O
Indikator Kegiatan : Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dibina
i Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Indlka'_tor =l Definisi Operasional
Kegiatan 2021 2022
1 B.1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Persentase UKBM Penjelasan: 20% 25%
dan Supervisi yang disupervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam
Pengembangan dan pembangunan kesehatan. UKBM yang dimaksud adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posyandu
Pelaksanaan Upaya Lansia, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Saka Bakti Husada (SBH) dan UKBM lain yang berperan
Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Bersumber Daya Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna
Masyarakat (UKBM) memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Standar
sasaran posyandu adalah satu posyandu untuk 100 balita.

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu
yang sudah disepakati dan digerakkan oleh masyarakat. Standar sasaran posyandu lansia adalah
minimal satu posyandu lansia di satu kelurahan.

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan UKBM yang bersifat

promotif dan preventif dalam rangka deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang
dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Standar sasaran posbindu adalah minimal satu Seksi Gizi, Promosi
posbindu di satu kelurahan. Kesehatan dan PPSM

Saka Bakti Husada (SBH) merupakan bentuk partisipasi generasi muda khususnya pramuka dalam
bidang kesehatan. Standar SBH adalah minimal 1 di tiap ranting kecamatan.

UKBM lain terdiri atas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Tanaman Obat Keluarga (TOGA),
Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu), Pos Gizi, Pos Usaha Kesehatan Kerja (Pos UKK).

Supervisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan berupa pengawasan, pengontrolan,
pengendalian maupun pengevaluasian. Supervisi adalah proses memastikan kegiatan dilaksanakan
sesuai dengan tujuan organisasi, dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan, dilakukan untuk melihat pekerjaan yang sedang berlangsung dan memperbaikinya
apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Rumus Penghitungan:

Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah
sasaran UKBM (atau jumlah yang ada saat ini jika jumlah sasaran telah tercukupi) di suatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu dikali 100%



Program dan Indikator Program Tahun 2021-2022

No Kode Program Indikator Program
Program

1 AX.XX.01 Program Penunjang Indeks Kepuasan
Urusan Pemerintah Pelayanan Kantor
Daerah Provinsi

Definisi Operasional

Penjelasan:

Kepuasan Pelayanan Kantror merupakan nilai kepuasan pengguna
layanan terhadap jasa pelayanan kantor mencakup jasa administrasi
perkantoran, pendukung operasional perkantoran, pemeliharaan dan
perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor, perizinan, dan petugas
penunjang kegiatan kantor/lapangan, serta nilai kepuasan pengguna
layanan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kantor.
(Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum
Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah)

Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap kepuasan
pelayanan kantor dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017
: Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00
atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai
interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30
Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau
nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai
interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.
Rumus Perhitungan :

Indeks hasil survey kepuasan pelayanan kantor

Kegiatan

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
47% 50%

Subbag Umum
Subbag Sarana dan
Prasarana

Subbag Keuangan,




Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

A X.XX.01

No Kode Kegiatan
Kegiatan

1 AXXX.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Indikator
Kegiatan

Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Tahunan yang
Disusun Sesuai
Pedoman yang
Berlaku

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Definisi Operasional

Penjelasan :

Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang memuat dan mendefinisikan tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja
melalui program dan kegiatan organisasi. Dokumen Anggaran adalah dokumen yang
memuat pengalokasikan sumber daya dan dijabarkan dalam bentuk angka dan
dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan satuan kerja untuk
jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan mencakup : Renja, RKA, DPA,
RBA (khusus BLUD) Tahun Anggaran Berjalan

Dokumen Evaluasi adalah dokumen yang memuat laporan pertanggung jawaban
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen
Evaluasi tingkat SKPD/UKPD berisi ikhtisar pencapaian sasaran, program dan
kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan. Pencapaian kinerja yang dimaksud menyajikan informasi
tentang: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian
indikator kinerja utama organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja; dan d. pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah terdiri dari LAKIP dan LPPD Dinas Kesehatan
yang mengukur kinerja untuk periode tahun sebelumnya

Pedoman merupakan acuan yang memuat tatcara, sistematika dan tahapan
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesusi dengan ketentuan
peraturan dan perundangan yang berlaku.

Rumus Perhitungan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
tahunan yang disusun sesuai Pedoman dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan evaluasi tahunan yang harus disusun dikali 100%

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
100% 100%

Seksi Perencanaan
Anngaran dan
Pembiayaan

Seksi Pengendalian dan
Evaluasi



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.01

No Kode Sub Kegiatan

1 A.X.XX.01.1.01.01

2 A.X.XX.01.1.01.07

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai
Pedoman yang Berlaku

Sub Kegiatan

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran
Tahunan yang
Disusun Tepat Waktu

Jumlah Dokumen
Evaluasi Perangkat
Daerah Urusan
Kesehatan

Definisi Operasional

Penjelasan :

Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang memuat dan mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja melalui program dan kegiatan
organisasi. Dokumen Anggaran adalah dokumen yang memuat pengalokasikan sumber daya dan
dijabarkan dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan satuan
kerja untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Rumus Perhitungan :

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahunan yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahunan yang harus disusun dikali 100%

Penjelasan :

Dokumen Evaluasi adalah dokumen yang memuat laporan pertanggung jawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen Evaluasi tingkat SKPD/UKPD berisi ikhtisar
pencapaian sasaran, program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan
kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian kinerja yang dimaksud menyajikan informasi tentang: a.
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; c.
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. pembandingan capaian indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah terdiri dari LAKIP dan LPPD Dinas Kesehatan yang mengukur kinerja
untuk periode tahun sebelumnya

Rumus Perhitungan :

Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang disusun

Target
2021 2022
100% 100%

Seksi Perencanaan Anggaran
dan Pembiayaan

2 2
Dokumen Dokumen

Seksi Pengendalian dan
Evaluasi




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.01

No Kode Sub Kegiatan

3 A.X.XX.01.1.01.07

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai
Pedoman yang Berlaku

Sub Kegiatan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
sesuai dengan target
yang ditetapkan

Definisi Operasional

Penjelasan:

Survei Kepuasan Masyarakat adalah survei yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan
dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan (Permenpan-RB no 14/2017).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan
berjalan dengan baik (UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). SKPD meliputi Sekretariat
daerah, Dinas-dinas, Badan-badan, dan sebagainya. Dalam Indikator output ini yang dimaksud SKPD adalah
Dinas Kesehatan.

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah yang merupakan jajaran
dari SKPD di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi
agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam Indikator output ini yang dimaksud
UKPD adalah Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi UPT
PPKP, Labkesda, AGD, Puslatkesda dan Jamkesjak.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diukur hasilnya dengan
metode tertentu sesuai peraturan yang berlaku, peraturan di sini adalah Permenpan-RB No.14 Tahun
2017.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori minimal baik meliputi 2 jenis indeks:

1) IKM dengan kategori baik; yaitu hasil kinerja pelayanan yang memiliki nilai meliputi: nilai persepsi
sebesar 3; nilai interval (NI) sebesar 3,0644 - 3,532; nilai interval konversi (NIK) sebesar 76,61 - 88,30; dan
mutu pelayanan (x) B.

2) IKM dengan kategori sangat baik; yaitu hasil kinerja pelayanan yang memiliki nilai meliputi: nilai persepsi
sebesar 4; nilai interval (NI) sebesar 3,5324 - 4,00; nilai interval konversi (NIK) sebesar 88,31 - 100,00; dan
mutu pelayanan (x) A.

Target IKM adalah target indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Rumus Perhitungan :

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan
dikali 100%

Target
2021 2022
100% 100%

[

Seksi Standarisasi Mutu
Pelayanan Kesehatan

1




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.01

No Kode Sub Kegiatan

4 A.X.XX.01.1.01.07

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai
Pedoman yang Berlaku

Sub Kegiatan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
SKPD/UKPD Urusan
Kesehatan dengan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Minimal Berkategori
Baik

Definisi Operasional

Penjelasan:

Survei Kepuasan Masyarakat adalah survei yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan
dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan (Permenpan-RB no 14/2017).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan
berjalan dengan baik (UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). SKPD meliputi Sekretariat
daerah, Dinas-dinas, Badan-badan, dan sebagainya. Dalam Indikator output ini yang dimaksud SKPD adalah
Dinas Kesehatan.

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah yang merupakan jajaran
dari SKPD di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi
agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam Indikator output ini yang dimaksud
UKPD adalah Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi UPT
PPKP, Labkesda, AGD, Puslatkesda dan Jamkesjak

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diukur hasilnya dengan
metode tertentu sesuai peraturan yang berlaku, peraturan di sini adalah Permenpan-RB No.14 Tahun
2017.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori minimal baik meliputi 2 jenis indeks:

1) IKM dengan kategori baik; yaitu hasil kinerja pelayanan yang memiliki nilai meliputi: nilai persepsi
sebesar 3; nilai interval (NI) sebesar 3,0644 - 3,532; nilai interval konversi (NIK) sebesar 76,61 - 88,30; dan
mutu pelayanan (x) B.

2) IKM dengan kategori sangat baik; yaitu hasil kinerja pelayanan yang memiliki nilai meliputi: nilai persepsi
sebesar 4; nilai interval (NI) sebesar 3,5324 - 4,00; nilai interval konversi (NIK) sebesar 88,31 - 100,00; dan
mutu pelayanan (x) A.

Target IKM adalah target indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta.

Rumus Penghitungan:

Jumlah SKPD/UKPD Urusan Kesehatan dengan Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) bekategori minimal baik
dalam kurun waktu tertentu

Target
2021 2022
100% 100%

[

Seksi Standarisasi Mutu
Pelayanan Kesehatan

]




AX.XX.01.1.02 Administrasi Indeks Kepuasan  Penjelasan : 3 Poin 3 Poin
Keuangan Penyelenggaraan Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Administrasi
Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan dengan mempedomani
Keuangan Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai inter_val hasil
Perangkat Daerah survey 3,5324-4_,00 atau nilai interval konvers.i 8.8_,31-100,00 Inde_ks 3 : Baik, dengan
Urusan Kesehatan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 -
Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai

interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Rumus Perhitungan :

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Urusan Kesehatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.02

No Kode Sub Kegiatan

1 A.X.XX.01.1.02.01

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan ASN

Definisi Operasional

Penjelasan :

Gaji merupakan imbalan/balas jasa dan penghargaan atas tugas, tanggungjawab dan resiko pekerjaan
Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tunjangan merupakan tambahan penghasilan atas prestasi dan pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara
(ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Rumus Perhitungan :

Jumlah besaran gaji atau tunjangan yang dibayarkan dibagi dengan jumlah gaji atau tunjangan yang harus
dibayarkan dikali 100%

Target
2021 2022
100% 100%

[ Subbagian Keuangan }




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.02

No Kode Sub Kegiatan

2 A.X.XX.01.1.02.03

3 A.X.XX.01.1.02.05

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Indikator Sub
Kegiatan

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap Jasa
Administrasi
Keuangan

Presentase Dokumen
Laporan Keuangan
yang Disusun secara
Tepat Waktu dan
Akuntabel

Definisi Operasional

Penjelasasn :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Administrasi Keuangan mempedomani Permenpan No 14
Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval
konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval
konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval
konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval
konversi 25,00-64,99.

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan adalah Terlaksananya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya dan Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Instrumen Keuangan

Rumus Perhitungan : Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Administrasi Keuangan

Penjelasan:

Laporan Keuangan yang dimaksud adalah laporan kinerja keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi
dalam satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau diatur oleh
peraturan lainnya.

Tepat waktu adalah batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk
SKPD/UKPD mengirimkan laporan keuangan.

Akuntabel adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Rumus Penghitungan:

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu dan Akuntabel dalam kurun waktu
tertentu dibagi Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

Target
2021 2022

3 Poin 3 Poin

[ Subbagian Keuangan J

100% 100%

[ Subbagian Keuangan ]




A.X.XX.01.1.02.08

Penyusunan
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi Progres
Pelaksanaan
Kegiatan dan
Anggaran

Penjelasan:

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran merupakan Dokumen yang sedikitnya memuat
data dan analisa realisasi keuangan dan kinerja kegiatan urusan kesehatan

Rumus Penghitungan:

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Dokumen Dokumen




AX.XX.01.1.06 Administrasi Indeks Kepuasan
Umum Perangkat Penyelenggaraan
Daerah Administrasi

Umum Perangkat
Daerah Urusan
Kesehatan

Penjelasan : 3 Poin 3 Poin
Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Urusan Kesehatan mempedomani Permenpan No 14 Tahun
2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau
nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil
survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik,
dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai

interval konversi 25,00-64,99

Rumus Perhitungan :

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan

Kesehatan




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.06

No Kode Sub Kegiatan

1 A.X.XX.01.1.06.02

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Indikator Sub
Kegiatan

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap
Ketersediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Nilai Kepuasan
Pelayanan kantor
terhadap
ketersediaan Alat
Tulis Kantor

Definisi Operasional

Penjelasan :

Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil
survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil
survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval
hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval
hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Tesedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja adalah Terlaksanya Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair, Belanja
Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Studio, dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi serta belanja modal lainnya terkait
peralatan dan perlengkapan kantor

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penjelasan :

Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan terhadap Ketersediaan Alat Tulis Kantor dengan
mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil
survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Tersedianya Alat Tulis Kantor adalah Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Tulis Kantor
Sarana Teknologi Informasi, dan Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Alat Tulis Kantor

Target
2021

3 Poin

2022

3 Poin

[

Subbagian Sarana dan
Prasarana

]

3 Poin

3 Poin

[ Subbagian Umum J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.06

No Kode Sub Kegiatan

3 A.X.XX.01.1.06.03

4 A.X.XX.01.1.06.05

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Indikator Sub
Kegiatan

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap
Ketersediaan
Peralatan Rumah
Tangga

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap
Ketersediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Definisi Operasional

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga mempedomani
Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau
nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau
nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau
nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau
nilai interval konversi 25,00-64,99.

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga adalah Terlaksanya Belanja Alat Rumah Tangga Kantor

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Peralatan Rumah Tangga

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil
survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Terlaksananya Belanja Cetak (Umum dan Khusus)
dan Belanja Penggandaan

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Barang Cetakan dan Penggandaan.

Target
2021 2022

3 Poin

[ Subbagian Umum }

3 Poin

3 Poin 3 Poin

[ Subbagian Umum J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.06

No Kode Sub Kegiatan

5 A.X.XX.01.1.06.07

6 A.X.XX.01.1.06.08

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan
Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Indikator Sub
Kegiatan

Persentase
pemenuhan BBM
pada KDO/KDO
Khusus/Alat-Alat
Berat

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap
Pemenuhan
Makanan dan
Minuman

Definisi Operasional

Penjelasan :

Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Alat-alat Berat adalah Terlaksananya Belanja BBM Kendaraan Dinas
Operasional, Kendaraan Dinas Operasional Khusus, Alat-Alat Berat/Genset.

Rumus Penghitungan :

Jumlah KDO/KDO Khusus/Alat-alat berat yang beroperasi yang dilakukan pengisian BBM dibagi Jumlah
KDO/KDO Khusus/Alat-alat berat yang beroperasi dikali 100%

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Pemenuhan Makanan dan Minuman mempedomani
Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau
nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau
nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau
nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau
nilai interval konversi 25,00-64,99.

Tersedianya Makanan dan Minuman adalah Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat,
Jamuan Makan Tamu dan sebagainya

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna terhadap Pemenuhan Makanan dan Minuman

Target
2021 2022

100% 100%

Subbagian Sarana dan
Prasarana

3 Poin

[ Subbagian Umum }

3 Poin




A.X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Indeks Kepuasan
Penunjang Urusan  Penyediaan Jasa
Pemerintahan Penunjang
Daerah Perangkat Daerah
Urusan Kesehatan

Penjelasan : 3 Poin 3 Poin
Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang

Perangkat Daerah Urusan Kesehatan mempedomani Permenpan No 14 Tahun

2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau

nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil

survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik,

dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai
interval konversi 25,00-64,99 -

Rumus Perhitungan :
Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan
Kesehatan



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.08

No Kode Sub Kegiatan

1 A.X.XX.01.1.08.02

2 A.X.XX.01.1.08.03

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Indikator Sub
Kegiatan

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap
ketersediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penjelasan:

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Operasional Kantor mempedomani Permenpan No 14
Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval
konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval
konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval
konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval

konversi 25,00-64,99.

Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) adalah belanja abodemen dan pemakaian Jasa

Definisi Operasional

Telepon, Air, Listrik, dan Internet/Kawat/Faksimilie/Pos (TALI)

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Operasional Kantor.

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempedomani
Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau
nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau
nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau
nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau
nilai interval konversi 25,00-64,99.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor meliputi penyediaan sewa mesin fotocopy, dan

belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Poin

Target

2021 2022

3 Poin

[ Subbagian Umum J

3 Poin

3 Poin

[

Subbagian Sarana dan
Prasarana

]




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.08

No Kode Sub Kegiatan

3 A.X.XX.01.1.08.04

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Indikator Sub
Kegiatan

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap Jasa
Petugas Penunjang
Kegiatan
Kantor/Lapangan

Nilai Kepuasan
Pelayanan kantor
terhadap Jasa
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran

Definisi Operasional

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil
survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan meliputi Jasa Keamanan, Jasa Operasional Lapangan,
dan Jasa Sejenisnya.

Rumus Perhitungan :

Nilai Survey Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil
survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Kegiatan Jasa Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran meliputi sewa gudang, sewa gedung/rumah
untuk tempat pelayanan kesehatan sementara, sewa sarana mobilitas air (untuk kepulauan seribu) dan
sebagainya.

Rumus Perhitungan :

Nilai Survey Kepuasan Pengguna terhadap Jasa Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Target
2021 2022

3 Poin 3 Poin

[ Subbagian Umum ]

3 Poin

3 Poin

[ Subbagian Umum ]




A.X.XX.01.1.08.04

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Nilai Kepuasan
Pelayanan kantor
terhadap Jasa
Pengolahan Air
Limbah

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Pengolahan Air Limbah mempedomani Permenpan No
14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval
konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval
konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval
konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval

konversi 25,00-64,99.
Jasa Pengolahan Air Limbah meliputi jasa pengangkutan, pembuangan, dan pengolahan Air Limbah

3 Poin 3 Poin

Rumus Perhitungan :
Nilai survey kepuasan Pengguna terhadap Jasa Pengolahan Air Limbah



Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

A X.XX.01

No Kode Kegiatan
Kegiatan

1 AXXX.01.1.09 Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Indikator
Kegiatan

Indeks Kepuasan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Perangkat Daerah
Urusan Kesehatan

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Definisi Operasional

Penjelasan :

Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Indeks Kepuasan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan
Kesehatan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat
Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval
konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik,
dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi
65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-
2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

Rumus Perhitungan :

Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat
Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
3 Poin 3 Poin

Subbag Umum
Subbag Srana dan
Prasarana



Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

A.X.XX.01

A.X.XX.01.1.09

No Kode Sub Kegiatan

1 A.X.XX.01.1.09.02

2 A.X.XX.01.1.09.06

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Indikator Sub
Kegiatan

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan KDO/KDO
Khusus

Nilai Kepuasan
Pelayanan Kantor
terhadap
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kerja

Definisi Operasional

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KDO/KDO Khusus
mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil
survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Perizinan KDO/KDO Khusus adalah Terlaksananya Belanja Jasa KIR, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan,
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemeliharaan Kendaraan Operasional (KDO)/KDO Khusus adalah Pemeliharaan kendaraan dinas/dinas
khusus (ambulance) yang meliputi servis kecil dan servis besar

Rumus Perhitungan :

Nilai Survey Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KDO/KDO Khusus

Penjelasan :

Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey
3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil
survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil
survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja adalah Terlaksananya Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering), Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat
Peralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer,
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur, Belanja Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga, Belanja
Pemeliharaan Alat-Alat Studio, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat
Ukur, Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan, dan Pemeliharaan Mebeulair

Rumus Perhitungan :

Nilai Survev Kepbuasan Pengguna terhadap Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlencgkapban Keria

2021

3 Poin

Target

2022

3 Poin

[

Subbagian Sarana dan
Prasarana

J

3 Poin

3 Poin

[

Subbagian Sarana dan
Prasarana

J




Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Tahun 2021-2022

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

A X.XX.01 :
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
A X.XX.01.1.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
ST Indikator Kegiatan : Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan
i Target
No Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Indlka'_tor =l Definisi Operasional
Kegiatan 2021 2022
3 A.X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Reha Nilai Kepuasan Penjelasan : 3 Poin 3 Poin
bilitasi Gedung Pelayanan kantor Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Jasa Kebersihan Kantor mempedomani Permenpan No 14
Kantor dan terhadap Jasa Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval
Bangunan Lainnya Kebersihan Kantor konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval
konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval
konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval
konversi 25,00-64,99.
Jasa Kebersihan Kantor adalah Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor. [ Subbagian Umum }
Rumus Perhitungan :
Nilai Survey Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Kebersihan Kantor
4 A.X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Reha Nilai Kepuasan Penjelasan : 3 Poin 3 Poin
bilitasi Sarana dan Pelayanan kantor Agregat indeks hasil nilai kepuasan terhadap Gedung Kantor Laik Fungsi mempedomani Permenpan No 14
Prasarana Gedung terhadap Gedung Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval
Kantor atau Kantor yang Laik konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval
Bangunan Lainnya Fungsi konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval

konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval
konversi 25,00-64,99.

Gedung Kantor Laik Fungsi meliputi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran meliputi
Pemeliharaan Gedung Kantor serta Utilitas Perkantoran seperti Water Supply System/Jaringan Air, [

Pembuangan dan Pengolahan Limbah, Pencahayaan, Elektrikal/Instalasi Listrik, dan Mekanikal, Air

Subbagian Sarana dan ]
Conditioner (AC), Elevator/Lift, Jaringan Wifi Internet/Telekomunikasi, CCTV dan sebagainya

Prasarana

Rumus Perhitungan : Nilai Survey Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor



A.X.XX.01.1.09.11

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Persentase Alat
Pemadam Api Ringan
(APAR) yang Laik
Fungsi

Penjelasan: 96% 96%
Laik Fungsi merupakan kondisi yang secara administrasif maupun teknis dapat dijamin keberfungsiannya
untuk memastikan keamanan, kemudahan dan efektifitas dalam pemanfaatanya.

Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Yang memenubhi kriteria Laik Fungsi dibagi Jumlah Alat Pemadam

Api Ringan (APAR) yang tersedia dikali 100%



Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2021-2022

A X.XX.01

No Kode Kegiatan
Kegiatan

1 AXXX.01.1.10 Peningkatan
Pelayanan BLUD

Indikator
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Laporan Analisa
Rasio Kinerja
Keuangan Badan
Layanan Umum
Daerah (SPM
BLUD)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Program : Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

Definisi Operasional

Penjelasan:

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat
daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta yang mempunyai tugas dan fungsi
memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan. barang
dan/atau jasa yar.g dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi, efektifitas
dan produktivitas.

Standar Pelayanan Minimal yang (SPM) Keuangan BLUD adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk
spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh
badan layanan umum kepada masyarakat.

Rumus Penghitungan:

Jumlah Dokumen Laporan Anlisa Rasio Kinerja Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (SPM BLUD)

Sub Kegiatan

Target
2021 2022
1 1
Laporan Laporan

Subbag Keuangan



A.X.XX.01.1.10.01

Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan BLUD

Persentase
Pemenuhan Aspek
Kepatuhan
Pengelolaan
Keuangan BLUD

Penjelasan:

Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Rumus Penghitungan:

Jumlah aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD yang terpenuhi dibagi Jumlah Aspek Kepatuhan
Pengelolaan Keuangan BLUD dikali 100%

100% 100%



